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Kata Pengantar 
  
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, selama proses hingga 
akhirnya buku ini dapat berada di tangan pembaca yang 
terpelajar. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW atas suri teladan dalam menjalani kehidupan. 
Seperti diketahui penyiaran diselenggarakan dengan 
tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya 
watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, 
demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri 
penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi 
massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan  yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu 
penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. 
Siaran iklan merupakan bagian integral dari siaran dan 
merupakan sumber penghasilan, khususnya bagi Lembaga 
Penyiaran Swasta. Mengingat karakter penyiaran yang mampu 
membentuk opini dan menciptakan budaya masyarakat, maka 
siaran iklan seharusnya juga dilandasai oleh keinginan untuk 
memberikan informasi yang jujur dan benar terhadap suatu 
 
 
produk atau jasa sehigga masyarakat menjadi terlindungi dari 
upaya dan kondisi yang tidak diinginkan. 
Pemahaman tentang regulasi di bidang penyiaran 
diperlukan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya 
bagi lembaga penyiaran yang bertanggung jawab atas 
penyebaran iklan tersebut. Akan tetapi sudah sepantasnya 
seluruh pihak yang terkait dengan periklanan, mulai produsen, 
biro advertising ataupun media buyer harus memahami aspek 
hukum dari siaran iklan. Demikian pula masyarakat, selaku 
konsumen. Oleh karena terasa kurang tersedianya bahan 
bacaan atau literatur yang mengkaji terkait aspek-aspek hukum 
siaran iklan, maka buku ini dihadirkan untuk menjawab 
kebutuhan tersebut. 
Kiranya dapat bermanfaat dan terimakasih atas 
perhatian dan bantuan segenap pihak, khususnya Tim Kajian 
Siaran Iklan Komisi Penyiaran Indonesia yang selama ini telah 
membantu tugas dan pengkajian terhadap siaran iklan di 
televisi swasta Indonesia.  
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Bagian Satu 
Pendahuluan 
 
Siaran iklan merupakan bagian yang sangat 
esensial bagi keberlangsungan usaha lembaga penyiaran 
swasta karena merupakan sumber penghasilan utama. Di 
lain pihak, kemampuan lembaga penyiaran untuk 
menjangkau khalayak luas menjadi sarana efektif bagi 
pemilik produk dan jasa untuk menyampaikan iklan 
mereka. Dalam Tata Krama Dan Tata Cara Periklanan 
Indonesia dikatakan bahwa periklanan adalah sebagai 
salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan, 
memegang peranan penting di dalam pembangunan yang 
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana 
penerangan dan pemasaran, periklanan merupakan 
bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi 
pengembangan dunia usaha serta harus berfungsi 
menunjang pembangunan. 
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Secara umum periklanan merupakan suatu 
tindakan yang dilakukan untuk mengundang perhatian 
publik terhadap sesuatu, baik melalui media cetak, 
elektronik, dan atau media spesifik lainnya. Perhatian 
publik tidak selamanya berupa respon dalam bentuk 
tindakan aktif, sekadar mengetahui bisa menjadi tujuan 
diselenggarakannya suatu periklanan. Sebagai alat 
promosi, iklan mempunyai peran strategis dalam rangka 
peningkatan ekspansi produk usaha. Iklan dapat 
membangkitkan animo untuk menggunakan jasa atau 
membeli suatu produk.  
Bagi konsumen, iklan tidak hanya sebagai sarana 
informasi tentang apa yang hendak digunakan atau 
dibelinya, akan tetapi juga sebagai janji sepihak dari 
pemilik iklan tentang kualitas yang bisa berdampak secara 
hukum. Pengertian iklan menurut Kotler (2007) adalah 
segala bentuk presentasi non pribadi dan promosi 
gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang 
harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang berbiaya 
efektif guna menyebarkan pesan, baik untuk 
membangun preferensi merek atau mendidik orang.  
John Caples (1997)  menyatakan,  bahwa periklanan 
adalah segala bentuk penyajian non personal, promosi, 
dan ide, barang maupun jasa oleh sponsor tertentu yang 
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memerlukan pembayaran.1 Sementara menurut asosiasi 
pemasaran Amerika (American Marketing Association) 
iklan adalah semua bentuk bayaran untuk 
mengimplementasikan dan mempromosikan ide, barang, 
atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas, 
sedangkan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 
penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
iklan.2 Menurut Dedi Sudiana, Iklan adalah salah satu 
bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan 
gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada 
khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan 
baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, 
membujuk, dan meyakinkan.3 
Selain itu, Hery Margono menyatakan bahwa iklan 
bertugas untuk menyampaikan infromasi tentang produk 
dan jasa dari pihak produsen sekaligus menawarkannya 
kepad konsumen. Melalui iklan, konsumen dapat 
mengetahui manfaat barang dan jasa tersersebut 
                                                          
1
 Dalam Erminati Pancaningrum dan Nurul Hidayati. Efektivitas Iklan 
Layanan Masyarakat Gerakan Nasional Wirausaha Pada Mahasiswa Di Kota 
Jombang. Sumber internet: http://www.scribd.com/doc/255520392/ Efek-
tivitas-Iklan-Layanan-Masyarakat-Gerakan-Nasional-Wira-usaha-PadaMaha-
siswa-Di-Kota-Jombang#scribd. Akses: 12 Januari 2016. 
2
 ibid 
3
Dedi Sudiana, 1986. Komunikasi Periklanan Cetak,Remadja Karya, Bandung, 
hlm. 1 
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
4 
 
sekaligus tau kapan dan dimana mereka dapat 
memperolehnya.4 
Menurut Shimp (2003) fungsi periklanan adalah 
sebagai berikut: 
1. Informing, memberikan informasi untuk 
membuat konsumen sadar akan merek-merek 
baru. 
2. Persuading, membujuk konsumen untuk 
mencoba produk atau jasa yang diiklankan. 
3. Reminding, menjaga agar merek perusahaan 
tetap segar dalam ingatan para konsumen. 
4. Adding Value, memberikan nilai tambah. 
5. Assisting, mendampingi upaya-upaya lain dari 
perusahaan5 
 
Hal terpenting berikutnya dalam strategi periklanan 
adalah analisis media yang akan digunakan sebagai sarana 
kampanye. Setiap media memiliki keunikan, keunggulan 
dan kelemahan yang berbeda satu dan lainnya. Setiap 
media mengharuskan pendekatan yang berbeda, terutama 
risiko dan regulasi yang mengatur media yang dipilih. 
Media elektronik, dalam hal ini radio siaran dan televisi, 
adalah media massa yang memiliki karakter unik dan 
                                                          
4
 Hery Margono. 2004. Seni Mengiklankan Diri. Hlm. 7 
5
 Op cit. 
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kemampuan untuk mengarahkan dan membentuk opini 
masyarakat.  
Media penyiaran mampu menjangkau khalayak 
hingga menembus batas-batas privasi seseorang atau 
keluarga. Kemampuannya untuk menyebarkan gagasan 
dan nilai menyebabkan media penyiaran ditempatkan 
sebagai sarana untuk menjaga integrasi kehidupan 
bernegara dan dibebankan misi untuk mencerdaskan 
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu media penyiaran 
bersifat highly regulated, dibatasi dan dipagari oleh 
rambu-rambu aturan yang sangat ketat tetapi tanpa harus 
mematikan kreatifitas pelakunya. 
Beriklan melalui media penyiaran, atau siaran iklan, 
harus tunduk pada regulasi yang mengatur penyiaran. 
Siaran iklan terikat secara langsung terhadap aturan bagi 
media penyiaran, namun tidak hanya tunduk pada 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 
(UU Penyiaran) dan peraturan pelaksananya. Siaran iklan 
juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran(P3SPS) yang ditetapkan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu siaran iklan juga 
harus mengikuti Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang 
ditetapkan Dewan Periklanan Indonesia, di samping harus 
menaati ketentuan-ketentuan hukum lainnya seperti UU 
Antipornografi, UU Kesehatan, UU Pangan, UU 
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Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan 
perundangan lainnya. 
Pengaruh iklan sangat beragam, merambah 
berbagai bidang kehidupan manusia mulai dari tingkat 
individu, keluarga hingga masyarakat. Rendra Widyatama 
membagi pengaruh tersebut menjadi 3 bagian yaitu:6 
 
1. Pengaruh Ekonomi 
Iklan mampu memberikan keuntungan 
ekonomi yang sangat besar bagi yang terlibat 
didalamnya.  
2. Pengaruh Psikologis 
Dampak psikologis iklan meliputi aspek 
kognitif, afektif, dan konotatif, yang dapat 
menumbuhkan perhatian khalayak terhadap 
sesuatu yang diiklankan menjadi lebih tinggi 
dibanding yang lain.. 
3. Pengaruh Sosial Budaya 
Iklan juga berpengaruh terhadap 
pembangunan budaya disuatu tempat pada 
kurun waktu tertentu. Dampak iklan yang 
meluas dan menjadi ikon di masyarakat 
                                                          
6 Rendra Widyatama, dalam Warto, Pengaruh Iklan Komersial Di Media 
Televisi Terhadap Masyarakat, Hlm. 7-8. 
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akhirnya terserap menjadi budaya oleh 
masyarakat itu.  
 
Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang 
menonton iklan makanan tidak sehat di televisi, lebih 
cenderung ingin makan makanan tinggi lemak dan tinggi 
gula yang kuran sehat bagi pertumbuhan. Studi ini juga 
menemukan bahwa anak-anak yang menonton televisi 
selama lebih dari 21 jam dalam seminggu, lebih mungkin 
untuk terpengaruh iklan makanan daripada anak-anak 
yang menonton televisi dengan jumlah lebih rendah.  
Mengingat sifatnya yang dapat memberikan 
pengaruh bagi khalayak, sudah sewajarnya jika 
pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan media penyiaran tidak hanya wajib 
dipahami oleh penyelenggara penyiaran, akan tetapi juga 
harus diketahui oleh para pengiklan. Baik produsen atau 
pemilik jasa, maupun biro atau agensi periklanan. Bahkan 
regulasi yang harus dipahami oleh kalangan periklanan 
tidak hanya tentang aturan bagi lembaga penyiaran, akan 
tetapi juga segala aturan yang secara langsung 
bersinggungan dengan produk atau jasa layanan yang 
diiklankan. 
Mengingat kebutuhan terhadap pemahaman 
tersebut, maka dalam buku ini akan coba dipaparkan 
tentang bagaimana regulasi periklanan di media 
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penyiaran. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 
metode deskriptif dengan mengurai aturan-aturan yang 
ada dan agar dapat lebih mudah dipahami maka juga 
akan diuraikan beberapa studi kasus. Harapannya bahwa 
lembaga periklanan dapat menjalankan usahanya dalam 
koridor yang semestinya, sementara masyarakat yang 
diterpa juga paham dan terlindungi dari siaran iklan yang 
tidak patut. 
 
Sejarah Singkat Periklanan 
Secara terminologi, kita mengenal periklanan 
dalam beberapa istilah. Ada yang menyebutkan reklame 
berasal dari Bahasa Belanda: Reclame atau kata Perancis: 
Reclamare. Periklanan juga dikenal dengan istilah 
advertensi yang bersumber dari kata Belanda Advertentie 
dan bahasa Inggris Advertising. Sedangkan kata iklan 
sesungguhnya bersumber dari bahasa Arab i’lan atau 
i'lanun yang secara harfiah berarti informasi.7 
Dalam berbagai catatan,8 sejarah periklanan dalam 
bentuk pesan komersial sudah ditemukan pada masa 
bangsa Arab kuno. Para arkeolog menandai periklanan 
bentuk perdagangan melalui teriakan para pedagang dan 
                                                          
7Sumber: http://iwanrosadi.blogspot.co.id/ diakses 6 Januari 2016. 
8Ibid, juga dalam Hery Margono, op cit dan berbagai sumber internet 
lainnya. 
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pesan berantai (word of mouth). Pesan iklan dalam bentuk 
tertulis mulai ditemukan pada masa Babylonia 3000 SM 
berupa kepingan tanah liat (clay tablet) bertuliskan 
prasasti tentang dealer salep (ointment dealer), juru tulis 
(scribe) dan pembuat sepatu. Sejarah Mesir dan Yunani 
Kuno menyumbang pengumuman di dinding dan naskah 
di daun papirus, tentang datangnya kapal pembawa 
anggur, rempah-rempah, logam, dan barang dagangan 
baru. Pada zaman Julius Caesar di Eropa mulai dikenal 
papan nama atau simbol untuk toko dan penginapan.  
Setelah mesin cetak ditemukan oleh Guttenberg 
tahun 1450, periklanan mulai menemukan bentuknya 
dalam poster, selebaran atau pengumuman di surat kabar. 
Pada tahun 1472 William Caxton di London mencetak 
iklan berbahasa Inggris pertama berupa selebaran 
(handbill). Pada tahun 1740 poster cetak outdoor pertama 
muncul di London (disebut “hoarding”). Sejarah kemudian 
mencatat pada tahun 1841 Volney Palmer sebagai “orang 
iklan” (adman) masa-masa awal, bertindak sebagai agen, 
mendapat komisi dari pemasangan iklan di media (media 
placement). Palmer mendirikan agensi periklanan pertama 
di Boston. Sedangkan pada tahun 1871 Charles Bates 
dicatat membuat biro iklan profesional pertama kali. 
Sejarah periklanan di media penyiaran dimulai 
eranya ketika pada tahun 1920,  radio pertama di dunia 
lahir di Pittsburgh dan NBC, stasiun tv pertama pada 
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tahun 1939. Periklanan masuk dunia televisi di awal tahun 
1940-an dan siaran iklan televisi hitam-putih pertama di 
New York, Amerika Serikat mengiklankan Arloji Bulova 
dengan harga spot 9 Dollar US, sebelum pertandingan 
baseball antara Brooklyn Dodgers dan Philadelphia 
Phillies. Siaran iklan televisi berwarna pertama 
ditayangkan adalah iklan Castro Decorate, New York tahun 
1954. Sedangkan di Inggris, siaran iklan pertama kali 
disiarkan melalui stasiun televisi ITV pada tanggal 21 
September 1955, dengan iklan pasta gigi Gibbs SR.*** 
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Bagian Dua 
Pengertian dan Regulasi  
Siaran Iklan 
 
Pengertian 
Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus 
yang mengatur tentang periklanan. Oleh karena regulasi 
penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), 
maka untuk memahami makna siaran iklan berbasis 
hukum, acuan utamanya adalah UU Penyiaran dan 
peraturan turunannya. Walaupun demikian, juga akan 
diuraikan pengertian siaran iklan yang diatur dalam 
peraturan lainnya. 
Menurut Pasal 1 butir (5) UU tentang Penyiaran, 
siaran iklan adalah: 
“siaran informasi yang bersifat komersial dan 
layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, 
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barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh 
khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada 
lembaga penyiaran yang bersangkutan.” 
 
Berdasarkan definisi tersebut, siaran iklan dalam UU 
Penyiaran dibagi dalam beberapa kategori. Yaitu siaran 
iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Dalam 
Pasal 1 butir (6) UU Penyiaran, siaran iklan niaga 
didefinisikan:  
“siaran iklan komersial yang disiarkan melalui 
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau 
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak 
sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar 
menggunakan produk yang ditawarkan.” 
Sementara pengertian siaran iklan layanan masyarakat 
pada Pasal 1 butir (7) UU Penyiaran adalah: 
“siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui 
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan 
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau 
mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, 
dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat 
untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat 
dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan 
tersebut.” 
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Pendefinisan dan pembagian kategori siaran iklan 
yang diatur dalam UU Penyiaran menjadi panduan dalam 
peraturan-peraturan pelaksana undang-undang maupun 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Namun hal tersebut agak berbeda dengan 
yang diatur dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 
Indonesia (TKTCPI) yang diterbitkan oleh Dewan 
Periklanan Indonesia (DPI). Tata Krama tersebut kemudian 
lebih dikenal sebagai Etika Pariwara Indonesia (EPI). 
Dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 
tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan iklan 
adalah: 
“pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi 
publik tentang suatu produk yang disampaikan 
melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa 
yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau 
seluruh masyarakat.” 
 
Selanjutnya pada bagian Penjelasan TKTCPI, 
dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian iklan 
adalah: “iklan korporat”, “iklan layanan masyarakat”, “Iklan 
promo program”. Berdasarkan EPI, pengertian “iklan 
korporat” adalah: 
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“pesan komunikasi pemasaran yang diprakarsai 
atau dibiayai oleh dan diidentifikasikan hanya 
dengan nama entitas produsen.” 
Sedangkan “iklan layanan masyarakat” adalah: 
“pesan komunikasi publik yang tidak bertujuan 
komersial tentang gagasan atau wacana, untuk 
mengubah, memperbaiki, atau meningkatkan 
sesuatu sikap atau perilaku dari sebagian atau 
seluruh anggota masyarakat.”  
Mengenai “iklan promo program” sama sekali tidak 
dijelaskan pengertiannya. Dalam praktiknya iklan promo 
program merupakan siaran iklan yang memberikan 
informasi tentang mata acara dan jadwal tayang yang 
akan disiarkan oleh suatu lembaga penyiaran. 
Menyikapi adanya perbedaan dalam memberikan 
batasan dan kategorisasi, perlu dipahami tentang 
kapasitas hukum (legal capacity) dari masing-masing 
regulasi. Bagaimanapun juga, UU Penyiaran merupakan 
produk hukum tertinggi (lex superior derogat legi inferior) 
dan bersifat lex specialis karena mengatur secara khusus 
tentang penyiaran. Sementara Etika Pariwara Indonesia 
merupakan suatu produk regulasi etik yang dihasilkan 
oleh perkumpulan profesi periklanan sebagai standar etika 
yang disepakati dan dihormati serta mengikat bagi profesi 
periklanan. Pelanggaran atas EPI hanya bersifat sanksi etik, 
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sedangkan pelanggaran atas UU Penyiaran berimplikasi 
sanksi hukum, baik administrasi, perdata maupun pidana. 
Definisi lain tentang siaran iklan dapat ditemukan 
pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang 
Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk 
Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Periklanan yang 
menyatakan bahwa siaran iklan adalah: 
 
“Siaran informasi yang bersifat komersial dan 
memiliki karakteristik melayani masyarakat tentang 
tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat 
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa 
imbalan kepada lembaga penyiaran yang 
bersangkutan.” 
 
 Melihat adanya beberapa perbedaan definisi 
tersebut, maka berdasarkan asas hukum lex superior 
derogat legi inferiori maka pengertian siaran iklan yang 
digunakan dalam buku ini hanya mengacu pada 
pengertian yang diatur dalam UU Penyiaran. Walaupun 
demikian, dalam melakukan analisis terhadap substansi 
siaran iklan, peraturan-peraturan yang berkaitan juga 
menjadi dasar dalam menentukan adanya ketidaksesuaian 
atau pelanggaran hukum. 
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Regulasi Siaran Iklan 
Pengaturan tentang periklanan terdapat dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar 
mengingat periklanan mencakup berbagai aspek, tidak 
hanya semata soal substansi iklan. Jika ditelusuri, maka 
periklanan di Indonesia sekurang-kurangnya wajib tunduk 
pada peraturan-peraturan di bawah ini: 
1. KU PERDATA/BW, tetang Perdagangan  
2. KUH PIDANA, tentang Perdagangan 
3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran 
4. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen; 
5. Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat; 
6. Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi 
7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia  
8. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers; 
9. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak; 
10. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 
11. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 
12. Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang 
Pornografi; 
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13. Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan; 
14. Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang 
Perfilman; 
15. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 
16. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan; 
17. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik; 
18. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Swasta; 
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang 
Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk 
Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga 
Periklanan; 
20. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku 
Penyiaran; 
21. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 
02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; 
22. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang 
Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, 
Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga, Makanan-Minuman. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran secara khusus mengatur tentang 
Siaran Iklan pada Pasal 46. Secara lengkap pasal tersebut 
mengatur: 
1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan 
siaran iklan layanan masyarakat. 
2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, 
dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
3. Siaran iklan niaga dilarang melakukan: 
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran 
suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau 
kelompok, yang menyinggung perasaan 
dan/atau merendahkan martabat agama 
lain, ideologi lain, pribadi lain, atau 
kelompok lain; 
b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan 
bahan atau zat adiktif; 
c. promosi rokok yang memperagakan wujud 
rokok; 
d. hal-hal yang bertentangan dengan 
kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; 
dan/atau 
e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun.   
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4. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui 
lembaga penyiaran wajib memenuhi 
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI. 
5. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi 
tanggung jawab lembaga penyiaran. 
6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata 
acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti 
standar siaran untuk anak-anak 
7. Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu 
untuk siaran iklan layanan masyarakat. 
8. Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga 
Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh 
per seratus)” sedangkan “untuk Lembaga 
Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas 
per seratus) dari seluruh waktu siaran.” 
9. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk 
Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% 
(sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, 
sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik 
paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari 
siaran iklannya. 
10. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli 
oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, 
kecuali untuk siaran iklan. 
11. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber 
daya dalam negeri. 
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Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan 
Standar Program Siaran (SPS), pengaturan siaran iklan 
dimuat dalam Bab khusus tentang siaran iklan. Pada 
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang ketentuan-
ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang 
batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan 
pengawasan penyiaran nasional, peraturan-peraturan 
tentang siaran iklan diatur dalam BAB XXIII, dengan pasal-
pasal sebagai berikut:  
Pasal 43  
Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan 
dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.  
 
Pasal 44  
(1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta 
paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari 
seluruh waktu siaran setiap hari. 
(2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling 
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan 
niaga setiap hari  
 
Sementara itu dalam Standar Program Siaran (SPS) 
yang merupakan standar isi siaran yang berisi tentang 
batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan 
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penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku 
Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI, peraturan tentang 
siaran iklan termuat dalam Bab XXIII dengan uraian pasal-
pasal sebagai berikut: 
 
Pasal 58  
Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika 
Pariwara Indonesia.  
(1) Program siaran iklan niaga untuk lembaga 
penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua 
puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per 
hari.  
(2) Program siaran iklan niaga untuk lembaga 
penyiaran publik dibatasi paling banyak 15% (lima 
belas per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.  
(3) Program siaran iklan dilarang menayangkan:  
a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu 
agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, 
yang menyinggung perasaan dan/ atau 
merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, 
pribadi lain, gender atau kelompok lain;  
b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya;  
c. promosi rokok yang memperagakan wujud 
rokok;  
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d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud 
pada Pasal 18;  
e. adegan kekerasan sebagaimana yang dimaksud 
pada Pasal 23;  
f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, 
membingungkan atau membohongi masyarakat 
tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, 
dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa 
yang diiklankan;  
g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) 
tahun; dan/atau  
h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan 
masyarakat dan nilai-nilai agama.  
(4) Adzan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi 
dan/atau ditempeli (built in) iklan. 
(5) Materi siaran iklan wajib mengutamakan 
penggunaan sumber daya dalam negeri.  
(6) Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan 
secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima 
puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan 
masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat 
yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada 
bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, 
yang disampaikan oleh badan-badan publik.  
(7) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan 
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potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% 
(lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan 
niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya. 
 
Pasal 59  
(1) Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan 
pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat.  
(2) Program siaran yang berisi segala bentuk dan 
strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok 
wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.  
(3) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa 
yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, 
alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya 
dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-
03.00 waktu setempat.  
 
Pasal 60  
(1) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib 
disiarkan di lembaga penyiaran swasta paling 
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh 
waktu siaran iklan niaga per hari.  
(2) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib 
disiarkan di lembaga penyiaran publik paling sedikit 
30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu 
siaran iklan per hari.  
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(3) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib 
ditayangkan secara cuma-cuma untuk iklan layanan 
masyarakat yang menyangkut: keselamatan umum, 
kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan 
masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang 
disampaikan oleh badan-badan publik.  
(4) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) di atas, program siaran iklan layanan masyarakat 
wajib diberikan potongan harga khusus.  
(5) Program siaran iklan layanan masyarakat yang 
ditayangkan pada masa kampanye pemilihan 
umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah 
harus mengikuti peraturan perundang-undangan 
terkait dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh 
lembaga berwenang.  
(6) Waktu siar program iklan layanan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) 
dan (5) di atas wajib memperhatikan penyebaran 
tayangan di setiap program siaran per hari. 
 
Pasal 61  
Program siaran iklan untuk produk rokok dan obat yang 
tidak dibacakan sebagai narasi, wajib menayangkan 
peringatan konsumen dengan panjang sekurang-
kurangnya 3 detik untuk semua durasi spot.  
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Pasal 62  
Program siaran iklan televisi tidak boleh menggunakan 
tanda atau lambang tertentu sebagai petunjuk adanya 
keterangan tambahan.  
Pasal 63  
Durasi siaran iklan dalam bentuk tulisan, narasi, gambar, 
dan/atau grafis yang menempel dan/atau disisipkan pada 
program lain dihitung dalam total persentase durasi iklan 
per hari.  
Pasal 64  
Program siaran berisi perbincangan tentang produk 
barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu dikategorikan 
sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi 
iklan per hari.  
Pasal 65  
Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau 
ditempeli (built in) iklan produk barang, jasa, dan/atau 
kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang 
jelas dalam bentuk bumper.  
Pasal 66  
(1) Promo program siaran adalah iklan yang tidak 
dihitung dalam total persentase durasi iklan 
terhadap program per hari.  
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(2) Penayangan promo program siaran wajib 
menyesuaikan dengan penggolongan program 
siaran. 
 
Selain tunduk pada UU Penyiaran sebagai 
peraturan khusus di bidang penyiaran, siaran iklan juga 
harus tunduk pada berbagai peraturan perundangan 
lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KU 
Perdata/BW), diatur beberapa pasal yang berkaitan 
dengan periklanan. Pasal-pasal tersebut antara lain: 
 
Pasal 1473   
Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk 
apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang 
dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan 
untuk kerugiannya. 
 
Pasal 1474  
Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu 
menyerahkan barangnya dan menanggungnya. 
 
Pasal 1491 
Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap 
pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama 
penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; 
kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang 
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disembunyikan atau yang sedemikian rupa hingga 
menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya. 
 
Pasal 1504 
Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi 
pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak 
sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang 
sedemikian mengurangi pemakaian itu sehingga 
seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali 
tidak memberi barangnya, atau tidak akan membelinya 
selain dengan harga yang kurang. 
 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), pasal-pasal yang berkaitan dengan siaran iklan 
antara lain adalah: 
 
Pasal 382 Bis; 
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau 
memperluas hasil 
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang 
lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan 
khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika 
perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi 
konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang 
lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara 
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paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak tiga belas ribulima ratus rupiah. 
 
Pasal 386 Ayat (1); 
Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan 
barang makanan atau minuman atau obat, sedang 
diketahuinya barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuan 
itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya 
empat tahun. 
 Salah satu peraturan perundang-undangan yang 
juga sangat penting dipahami oleh lembaga penyiaran 
dan periklanan adalah tentang Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 
undang-undang tersebut ditetapkan sanksi administrasi 
dan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang dinilai 
merugikan konsumen, termasuk periklanan. Pasal-pasal 
yang mengatur perlindungan konsumen yang ada 
kaitannya dengan siaran iklan beserta sanksinya antara 
lain adalah: 
 
Pasal 9 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosi-
kan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara 
tidak benar, dan atau seolah–olah: 
a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau 
memiliki potongan harga, harga khusus, standar 
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mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau 
baru; 
c. Barang dan atau jasa tersebut telah 
mendapatkan dan atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan 
tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; 
d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh 
perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 
e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia; 
f. Barang tersebut tidak mengalami cacat 
tersembunyi; 
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari 
barang tertentu; 
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
i. Secara langsung atau tidak langsung 
merendahkan barang dan atau jasa lain; 
j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti 
aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko 
atau efek sampingan tanpa keterangan yang 
lengkap; 
k. Mengandung sesuatu yang mengandung janji 
yang belum pasti. 
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(2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. 
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, 
promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa 
tersebut. 
 
Pasal 10 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa 
yang ditujukan untuk memperdagangkan dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 
mengenai: 
a. harga atau tarif suatu barang dan atau jasa; 
b. kegunaan suatu barang dan atau jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi 
suatu barang dan atau jasa; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan barang dan atau jasa. 
 
Pasal 11 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga 
atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika 
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk 
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melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang 
ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. 
 
Pasal 13 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang 
dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian 
hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara 
cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya 
atau memberikannya tidak dengan sebagaimana 
yang dijanjikannya. 
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan obat, obat 
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan 
jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa 
lainnya. 
 
Pasal 17 
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi 
iklan yang : 
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, 
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang 
dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu 
penerimaan barang dan atau jasa; 
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b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang 
dan atau jasa; 
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak 
tepat mengenai barang dan atau jasa; 
d. tidak memuat informasi mengenai risiko 
pemakaian barang dan atau jasa; 
e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang 
tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan; 
f. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai periklanan. 
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan 
peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan 
pada ayat (1). 
 
Pasal 20 
Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan 
yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh 
iklan tersebut. 
 
Pasal 60 
(1) Badan Penyelesaian sengketa konsumen 
berwenang menjatuhkan sanksi administratif 
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 
26. 
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(2) Sanksi administrasif berupa penetapan ganti rugi 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
Rupiah). 
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 61 
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku 
usaha dan atau pengurusnya. 
 
Pasal 62 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan 
Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). 
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 
ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta Rupiah). 
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(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka 
berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian 
diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 
 
Pasal 63 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang 
menyebabkan timbulnya kerugiankonsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha. 
 
Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, promosi adalah 
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu 
barang dan/atau jasa, untuk menarik minat beli konsumen 
terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan. Dalam Laporan Akhir Tim Kompilasi 
Perlindungan Konsumen, Departemen Hukum Dan HAM RI 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, dinyatakan bahwa 
penyebarluasan informasi atas suatu barang dan/atau jasa 
dalam bentuk iklan seperti yang ditayangkan melalui 
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media elektronik, seperti televisi, radio, media ruang, 
brosur dan lain-lain, melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu:9 
1. Produsen; produsen selaku pemilik barang 
dan/atau jasa menyampaikan permintaan atau 
pesan yang baik menyangkut bentuk maupun isi 
iklan. 
2. Biro Iklan; biro ini bertugas untuk mendisain 
iklan baik mengenai bentuk dan isinya.  
3. Media Iklan; bertugas untuk menayangkan 
barang dan/atau jasa, yang telah dipoles oleh 
biro iklan, (media  dapat  berupa cetak (surat 
kabar dan majalah) audio (Radio) dan audio 
visual (televisi)) dan 
4. Konsumen, pihak yang menjadi target dari 
penyampaian iklan. 
 
Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa 
informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, jelas, 
dan jujur. Lengkap dalam arti, tidak ada informasi yang 
sengaja disembunyikan. Benar, dalam arti yang berkaitan 
dengan bahan baku, bahan penolong, komposisi, 
kadaluarsa, kemanjuran/ khasiat, kehalalan, isi atau syarat-
                                                          
9 Inosentius Samsul, Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan 
Konsumen, Departemen Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2006, yang diakses pada 16 Juni 2011 dapat diakses melalui 
www.bphn.go.id/ .../17kompilasiPERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf 
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syarat dalam perjanjian dan sebagainya. Jelas, dalam arti 
pemaparan atau pengungkapannya, tidak boleh 
menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan 
konsumen. Jujur, dalam arti informasi disampaikan harus 
dilakukan/dibuat oleh orang yang jujur beritikad baik. 
Selanjutnya pelaku usaha periklanan dilarang 
memproduksi iklan yang:10 
1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, 
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang 
dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan 
barang dan/atau jasa. 
2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang 
dan/atau jasa. 
3. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak 
tepat mengenai barang dan/atau jasa. 
4. tidak memuat informasi mengenai resiko 
pemakaian barang dan/atau jasa. 
5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang 
tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan. 
6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai periklanan. 
 
Mengingat bahwa lembaga penyiaran di era 
demokrasi ini telah memperoleh pengakuan sebagai salah 
                                                          
10 Inosentius Samsul, Ibid, Hal. 3 
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satu komponen Pers, maka lembaga penyiaran juga harus 
tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut juga 
termuat aturan tentang siaran iklan. Pasal 13 mengatur 
bahwa: “Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu 
agama dan atau mengganggu kerukunan hidup 
antar umat beragama, serta bertentangan dengan 
rasa kesusilaan masyarakat; 
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan 
rokok.” 
 
Khusus terhadap siaran iklan yang merupakan 
produk pangan, selain peraturan-peraturan tersebut di 
atas, juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam undang-undang 
tersebut diatur bahwa: 
 
Pasal 33 
(1) Setiap Label atau iklan tentang pangan yang 
diperdagangkan harus memuat keterangan 
mengenai pangan dengan benar dan tidak 
menyesatkan. 
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(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau 
pernyataan tentang panganyang diperdagangkan 
melalui, dalam dan atau dengan label atau iklan 
apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak 
benar atau menyesatkan. 
 
Pasal 34 
(1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau 
iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah 
sesuai dengan persyaratan agama atau 
kepercayaan tertentu, bertanggungjawab atas 
kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan 
agama atau kepercayaan tersebut. 
 
Peraturan pelaksana Undang-Undang tentang 
Pangan tersebut telah dibuat oleh Pemerintah. Terdapat 2 
(dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang perlu dipahami 
terkait siaran iklan bahan atau produk pangan. Pertama 
adalah Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang 
Label Dan Iklan Pangan dan yang kedua adalah Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan.  
PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan 
Pangan antara lain mengatur pada BAB III tentang IKLAN 
PANGAN. Pasal-pasal terkait antara lain: 
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Pasal 45 
1. Setiap orang yang memproduksi dan atau 
memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan 
untuk diperdagangkan, dilarang memuat pernyataan 
dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang 
dapat menyesatkan dalam iklan. 
2. Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau 
televisi, agen atau medium yang dipergunakan untuk 
menyebarkan iklan, turut bertanggung jawab 
terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang 
bersangkutan telah mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk meneliti kebenaran isi iklan yang 
bersangkutan. 
3. Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak, 
pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan 
atau medium yang dipergunakan untuk 
menyebarkan iklan dilarang merahasiakan identitas, 
nama dan alamat pemasang iklan. 
 
Pasal 47 
1. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk 
diedarkan dan atau disebarluarkan dalam masyarakat 
dengan cara mendiskreditkan produk pangan 
lainnya. 
2. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak 
berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk 
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apapun, kecuali pangan tersebut diperuntukkan bagi 
anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun. 
3. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang 
mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi 
yang dapat membahayakan dan atau mengganggu 
pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak 
dilarang dimuat dalam media apapun yang secara 
khusus ditujukan untuk anak-anak. 
4. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi 
yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun dilarang 
dimuat dalam media massa, kecuali dalam media 
cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat 
persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan 
yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa 
pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI. 
 
Pasal 48 
Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat 
pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada iklan 
dalam media massa, harus disertai dengan keterangan 
yang mendukung pernyataan itu pada iklan yang 
bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh 
masyarakat. 
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Sedangkan dalam PP No. 19 Tahun 2003 Tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pasal-pasal yang 
terkait dengan siaran iklan antara lain: 
 
Pasal 16 
1. Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh 
setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau 
yang memasukkan rokok ke dalam wilayah 
Indonesia. 
2. Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilakukan di media elektronik, media cetak, dan 
media luar ruang. 
3. Iklan pada media elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan pada pukul 
21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. 
 
Pasal 17 
Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 
(2) dilarang : 
a. merangsang atau menyarankan orang untuk 
merokok; 
b. menggambarkan atau menyarankan bahwa 
merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; 
c. memperagakan atau menggambarkan dalam 
bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, 
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bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok 
atau mengarah pada orang yang sedang merokok; 
d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam 
bentuk gambar atau tulisan atau gabungan 
keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil; 
e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan 
adalah rokok; 
f. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 
 
Pasal 18 
1. Setiap iklan pada media elektronik, media cetak 
dan media luar ruang harus mencantumkan 
peringatan bahaya merokok bagi kesehatan. 
2. Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas 
sehingga mudah dibaca, dan dalam ukuran yang 
proporsional disesuaikan dengan ukuran iklan 
tersebut. 
 
Periklanan juga harus tunduk dalam pengaturan 
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Salah satu pasal dalam Undang-undang ini melakukan 
pelarangan untuk melakukan kecurangan dalam 
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menetapkan biaya, sebagaimana dikemukakan dalam 
Pasal 21 bahwa : 
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan 
dalam menetapkan biaya produksi dan biaya 
lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga 
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 
 
Selain itu dalam  Undang-undang No.5 tahun 1999 
ini  diatur pula tentang penetapan harga yang tercantum 
dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: 
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga atas suatu barang dan atau 
jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau 
pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) tidak berlaku bagi:  
b. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu 
usaha patungan; atau  
c. suatu perjanjian yang didasarkan undang-
undang yang berlaku.  
 
Meskipun Undang-undang ini tidak memberikan 
penjelasan secara jelas dan tegas seperti apa penetapan 
harga yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ini, apakah 
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penetapan harga maksimum atau penetapan harga 
minimum atau termasuk syarat-syarat pembayaran yang 
lain. Dalam hal ini beberapa produk melakukan penetapan 
harga yang memungkinan terjadinya sebuah persaingan 
usaha tidak sehat dimana untuk menjatuhkan daya beli 
produk tertentu produsen sebuah produk dapat saja 
menjual produknya dengan harga yang dapat 
dikategorikan sebagai harga pasar yang tidak ideal.  
Berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan mengatur tentang siaran iklan pada 
prinsipnya harus sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran 
Indonesia sebagaimana yang telah dijabarkan dalam UU 
Penyiaran. Bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan 
merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, 
kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung 
jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan 
jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun 
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, 
serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*** 
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Bagian Tiga 
Memahami Etika Pariwara 
Indonesia 
 
Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia 
atau biasa disebut dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) 
adalah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut 
profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk 
dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan 
lembaga pengembannya. Demikian definisi yang diuraikan 
dalam EPI Edisi 2005.  
Pedoman etika (code of ethics) periklanan ini 
disusun dalam dua tatanan pokok, yaitu tata krama (code 
of conducts) atau tatanan etika profesi, dan tata cara (code 
of practices) atau tatanan etika usaha. EPI ini berlaku bagi 
semua iklan, pelaku, dan usaha periklanan yang 
dipublikasikan atau beroperasi di wilayah hukum Republik 
Indonesia. Dalam EPI, asas iklan dan pelaku periklanan 
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adalah harus jujur, benar, dan bertanggungjawab; 
bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai 
khalayak; tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan 
golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. 
EPI telah mengalami beberapakali penyempurnaan, 
disebabkan banyaknya perubahan yang terjadi dalam 
industri periklanan. Pada penyusunan EPI 2005 dikatakan 
bahwa penyempurnaan diperlukan untuk memperluas 
perspektif setiap permasalahan etika, namun di lain pihak, 
mempertajam subyek klausal terkait. Sebagian lainnya dari 
penyempurnaan ini adalah untuk menampung tiga gejala 
penting yang menjadi penyebab terjadinya perubahan 
besar dalam industri periklanan saat ini, yaitu: 
 
a. Lompatan teknologi komunikasi dan informasi 
yang memunculkan berbagai wujud pesan dan 
media periklanan baru. 
b. Konvergensi media yang mengharuskan adanya 
konsistensi perlakuan antar media, antar klausal. 
c. Kebutuhan untuk berkampanye pemasaran yang 
menyeluruh dan terpadu, sehingga memunculkan 
juga bentuk-bentuk jasa dan metode baru dalam 
berprofesi dan berpraktik usaha. 
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Dalam EPI disebutkan bahwa posisi EPI ini adalah 
untuk mengukuhkan adanya kepedulian yang setara pada 
industri periklanan, antara keharusan untuk melindungi 
konsumen atau masyarakat, dengan keharusan untuk 
dapat melindungi para pelaku periklanan agar dapat 
berprofesi dan berusaha – dan memperoleh imbalan dari 
profesi atau usaha tersebut – secara wajar. Selain itu, 
sepanjang yang menyangkut periklanan, EPI menjadi 
induk yang memayungi semua standar etika periklanan 
intern yang terdapat pada kode etik masing-masing 
asosiasi atau lembaga pengemban dan pendukungnya, 
yaitu: 
a. Pedoman Prilaku Televisi Indonesia – ATVSI 
b. Standar Profesional Radio Siaran – PRSSNI 
c. Standar Usaha Periklanan Indonesia – PPPI 
d. Kode Etik Periklanan Suratkabar – SPS 
 
Prinsip utama dalam penyusunan dan penegakan 
etika periklanan yang tercantum dalam EPI ini dilakukan 
sejalan dengan prinsip-prinsip swakramawi (self-
regulation) yang dianut oleh industri periklanan secara 
universal. Diakui dalam EPI bahwa prinsip tersebut 
memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih 
efektif justru kalau ia disusun, disepakati, dan ditegakkan 
oleh para pelakunya sendiri. 
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Dalam EPI dinyatakan pula bahwa: “Pedoman etika 
periklanan ini disepakati oleh pelaku periklanan untuk 
dijadikan pedoman bersikap dan bertingkah laku secara 
internal, sehingga dalam berprofesi dan berusaha dapat 
senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat. Karena itu, pedoman etika periklanan ini akan 
pula dijadikan rujukan utama dalam segala upaya 
penegakannya, baik secara internal maupun dalam hal 
terjadi keterkaitan dengan pihak-pihak lain”. Sedangkan 
untuk kepentingan masyarakat atau pihak eksternal, EPI 
diharapkan bertujuan untuk memberi informasi dan 
rujukan kepada masyarakat luas tentang hak-hak dan 
kualitas hidup khalayak yang terkait langsung maupun tak 
langsung dengan kiprah industri periklanan. 
Penegakan EPI dilakukan oleh suatu Dewan 
Periklanan Indonesia (DPI) dengan membentuk organisasi 
internal yang bertugas khusus untuk itu. Dalam anggaran 
dasarnya dikemukakan bahwa Dewan Periklanan 
Indonesia adalah suatu Lembaga Independen nirpamong 
(Non-Goverment) yang dibentuk oleh dan dari masyarakat 
periklanan Indonesia, untuk menghimpun, menyalurkan, 
mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset 
periklanan nasional, baik untuk kepentingan masyarakat 
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periklanan sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan.11 
Struktur DPI dibentuk dengan memperhatikan 
keterwakilan dari segenap komponen industri periklanan 
nasional, dan bersifat independen. Dewan Periklanan 
Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai organisasi 
dan lembaga profesi dan yang saat ini tercatat telah 
meratifikasi dan menyepakati diberlakukannya EPI ini 
adalah: 
 
1. AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya 
Indonesia) 
2. APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan 
Indonesia) 
3. ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun 
Iklan Indonesia) 
4. ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia) 
5. ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) 
6. GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop 
Indonesia) 
7. PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan 
Indonesia) 
8. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional 
Indonesia) 
                                                          
11 Angka 2 tentang Kelembagaan Point 2.1 Anggaran dasar Dewan 
Periklanan Indonesia 
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9. SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) 
10. Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik 
Indonesia) 
 
EPI sesungguhnya terbagi atas 2 (dua) hal utama 
yaitu Tata Krama dan Tata Cara periklanan. Tata Krama 
Periklanan dalam EPI mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan Isi Iklan meliputi aturan tentang: Hak Cipta, 
Bahasa, Tanda Asteris (*), Penggunaan Kata ”Satu-
satunya”, Pemakaian Kata “Gratis”, Pencantum Harga, 
Garansi, Janji Pengembalian Uang (warranty), Rasa Takut 
dan Takhayul, Kekerasan, Keselamatan, Perlindungan Hak-
hak Pribadi, Hiperbolisasi, Waktu Tenggang (elapse time), 
Penampilan Pangan, Penampilan Uang, Kesaksian 
Konsumen (testimony), Anjuran (endorsement), 
Perbandingan, Perbandingan Harga, Merendahkan, 
Peniruan¸ Istilah Ilmiah dan Statistik, Ketiadaan Produk, 
Ketaktersediaan Hadiah, Pornografi dan Pornoaksi,dan 
Khalayak Anak-anak. 
Kemudian EPI juga mengatur tentang Ragam 
Iklan12 yang meliputi aturan tentang: Minuman Keras, 
Rokok dan Produk Tembakau, Obat-obatan, Produk 
Pangan, Vitamin, Mineral, dan Suplemen, Produk 
Peningkat Kemampuan Seks, Kosmetika, Alat Kesehatan, 
                                                          
12
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Ragam Iklan akan dimuat dalam 
Lampiran buku ini. 
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
51 
 
Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan, Klinik, 
Poliklinik, dan Rumah Sakit, Jasa Penyembuhan Alternatif, 
Organ Tubuh Transplantasi dan Darah, Produk Terbatas, 
Jasa Profesi, Properti, Peluang Usaha dan Investasi, 
Penghimpunan Modal, Dana Sosial dan Dana Amal, Kursus 
dan Lowongan Kerja, Gelar Akademis, Berita Keluarga, 
Gerai Pabrik, Penjualan Darurat dan Lelang Likuidasi, 
Kebijakan Publik, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Judi dan 
Taruhan, Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak, Agama, 
dan Iklan Multiproduk.  
Selanjutnya EPI mengatur perihal Pemeran Iklan13, 
yang meliputi Anak-anak, Perempuan, Jender, 
Penyandang Cacat, Tenaga Profesional, Hewan, dan Tokoh 
Animasi. Dalam EPI juga diatur tentang Wahana Iklan14 
yang meliputi aturan tentang Media Cetak, Media Televisi, 
Media Radio, Media Luar Griya (out-of-home media), 
Media Baru (new media), Promosi Penjualan, 
Pemasaran/Penjualan Langsung (direct marketing/selling), 
Perusahaan Basis Data (data base), Penajaan (sponsorship), 
Gelar Wicara (talk show), Periklanan Informatif (informative 
advertising), Pemaduan Produk (product placement/ 
integration), Penggunaan Data Riset, Subliminal, 
Subvertensi (subvertising). 
                                                          
13
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Pemeran Iklan akan dimuat dalam 
Lampiran buku ini 
14
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Wahana Iklan akan dimuat dalam 
Lampiran buku ini 
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Terkait dengan aturan tentang Tata Cara 
periklanan, EPI mengandung peraturan-peraturan yang 
terbagi atas aturan tentang Penerapan Umum15, aturan 
tentang Produksi Periklanan16 yang meliputi Pengiklan, 
Perusahaan Periklanan dan Mitra Usaha. Kemudian aturan 
tentang Media Periklanan17, yang meliputi Data 
Perusahaan, Cakupan Khalayak, Pemesan, Pesanan, Iklan 
Nirpesanan, Penempatan Iklan, Monopoli, Tarif, Informasi 
Dasar, PerubahanTarif Iklan, Komisi dan Rabat, Hak 
Kemitraan, Bukti Siar, Pemantauan, Penggantian, 
Pembayaran, Ancaman dan Ketentuan Lainnya. 
Dalam EPI, diatur pula terkait dengan pemberian 
sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Bentuk sanksi 
terhadap pelanggaran memiliki bobot dan tahapan, 
mekansime penjatuhan sanksinya adalah sebagai berikut: 
 
1. Peringatan, hingga dua kali 
2. Penghentian penyiaran atau mengeluarkan 
rekomendasi sanksi kepada lembaga-lembaga 
terkait dan atau menginformasikan kepada 
semua pihak yang berkepentingan.  
                                                          
15
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Penerapan Umum akan dimuat 
dalam Lampiran buku ini. 
16
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Produksi Periklanan akan dimuat 
dalam Lampiran buku ini. 
17
 Uraian lengkap isi aturan EPI tentang Media Periklanan akan dimuat 
dalam Lampiran buku ini. 
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Untuk setiap tahapan pemberian sanksi diberikan rentang 
waktu dan penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis 
dengan mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan 
yang digunakan. Dalam EPI diatur tentang distribusi 
penyampaian sanksi pada setiap bobot atau tahap 
pelanggaran adalah sebagai berikut: 
 
1. Peringatan Pelanggaran; kepada pihak 
pelanggar dan asosiasi atau lembaga terkait. 
2. Perintah Penghentian Penyiaran; kepada semua 
pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga 
terkait, serta media yang bersangkutan.  
 
Hal menarik terkait kedudukan hukum EPI adalah 
walaupun dalam UU Penyiaran tidak mengatur tentang 
Etika Pariwara Indonesia, akan tetapi posisi dan 
kedudukan standar etika tersebut memperoleh kedudukan 
hukum setelah diakui keberadaannya oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) dalam P3SPS. Sesungguhnya, 
berdasarkan Etika Pariwara Indonesia (EPI) tahun 2005 
pada romawi II huruf D ayat (1) diatur bahwa EPI: 
 
“merupakan ketentuan-ketentuan normatif yang 
menyangkut profesi dan usaha periklanan yang 
telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan 
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ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga 
pengembannya.” 
 
Namun berdasarkan Pasal 8 UU Penyiaran diatur 
bahwa KPI memiliki kewenangan untuk menyusun dan 
menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar 
Program Siaran (P3SPS). Produk hukum KPI tersebut 
kemudian menetapkan bahwa: 
“Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika 
Pariwara Indonesia.”18 
Artinya bahwa lembaga penyiaran yang menyiarkan 
siaran iklan dan tidak sesuai dengan standar etika yang 
diatur dalam EPI dapat dikenakan sanksi administratif 
berdasarkan kewenangan KPI. Hal mana yang dikuatkan 
oleh ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4) UU Penyiaran 
bahwa:  
“Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga 
penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang 
dikeluarkan oleh KPI.’’  
 
                                                          
18 Bab XIX tentang Siaran Iklan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Komisi 
Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Bab XIX tentang Siaran Iklan Pasal 49 ayat 1 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang 
Standar Program Siaran. 
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Dengan syarat tersebut maka secara tidak langsung 
lembaga penyiaran juga memiliki kewajiban berdasar 
hukum untuk tunduk pada regulasi yang diatur dalam EPI. 
Dengan dimuatnya terminologi etika pada Standar 
Program Siaran, maka hal itu membawa implikasi yuridis 
yakni pelanggaran terhadap etika juga berimplikasi 
pelanggaran terhadap norma hukum, oleh karena 
EPI/TKTCPI telah mengatur bahwa:  
“etika ditempatkan dalam struktur nilai moral yang 
saling mendukung dengan ketentuan perundangan, 
sebagai suatu struktur nilai hukum.”  
 
Penegasan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 
17 ayat (1) huruf (f) UU No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa:  
 
“Pelaku usaha periklanan dilarang mempromosikan 
iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 
periklanan.” 
 
Kebijakan KPI yang mengakomodir dan 
memberikan kapasitas hukum (legal capacity) kepada 
produk etika dari Dewan Periklanan Indonesia seharusnya 
sesuai pula dengan tujuan dan fungsi KPI sebagai 
representasi masyarakat. Sementara DPI sebagai lembaga 
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perwakilan perusahaan periklanan tentunya lebih 
berorientasi pada kepentingan anggotanya. Oleh karena 
itu perlu sinergi antara kedua belah pihak, walaupun 
sesungguhnya lembaga penyiaran harus tetap lebih patuh 
kepada KPI. Tata krama dan Tata Cara Periklanan hanya 
merupakan salah satu “sumber hukum” yang dapat 
digunakan oleh KPI dalam menjalankan fungsi dan 
kewenangannya.*** 
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Bagian Empat 
Bentuk Pelanggaran Siaran Iklan 
 
Untuk memperoleh perhatian publik dan 
mempengaruhi konsumen agar tertarik menggunakan 
produk atau jasa yang ditawarkan, seringkali siaran iklan 
disajikan dalam bentuk kreatifitas dan kemasan yang 
menarik. Namun seringkali pula kreatifitas tersebut tidak 
dibarengi oleh pengetahuan yang cukup tentang tata 
aturan yang berlaku dalam siaran iklan. Alhasil akan 
ditemukan berbagai siaran iklan yang dinilai telah tidak 
sesuai atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pesan-pesan iklan pada hakekatnya adalah “titipan 
opini” dari masyarakat periklanan dalam dan luar negeri 
yang disalurkan melalui medianya.19 Dalam pengertian ini 
pesan-pesan iklan itu di samping memuat nilai-nilai 
                                                          
19 Budyatna, Muhammad, Hasil laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum 
tentang Tanggung Jawab Pemasangan Iklan, (Jakarta : BPHN, 
1997/1998). Dikutip dari Inosentius Samsul, Ibid. Hal. 7 
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komersial, juga dapat memiliki nilai-nilai yang sesuai atau 
tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian BPHN tentang Perlndungan 
Konsumen, ditemukan bentuk-bentuk iklan yang 
merugikan konsumen. Informasi yang disampaikan oleh 
pihak produsen, biro iklan dan media iklan seringkali 
hanya yang bersifat baik-baik saja dan lengkap serta 
menyesatkan konsumen. Sebagai contoh:20 
 
1. Adakalanya promosi atau iklan yang 
disampaikan menggunakan kata-kata yang 
berlebihan, seperti; aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung resiko atau efek sampingan, tanpa 
keterangan yang lengkap. 
 
2. Iklan susu di televisi, mengatakan anak anda 
ingin cerdas dan genius dengan memberikan 
susu merek tertentu. Bagaimana seorang anak 
menjadi cerdas dan genius, hanya dengan 
meminum susu merek susu merek tertentu yang 
notabene, tidak mempunyai kelebihan yang 
berarti dengan susu merek lain.  
 
Oleh karena itu, penting untuk dianalisis 
bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran siaran iklan yang 
                                                          
20 Inosentius Samsul, Ibid. Hal. 4  
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telah ditayangkan oleh lembaga penyiaran, khususnya 
televisi. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa bentuk 
pelanggaran yang umumnya dilakukan dalam siaran iklan 
mengacu pada data dan temuan yang dihasilkan oleh Tim 
Kajian Siaran Iklan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
sepanjang tahun 2011 – 2014. Bebagai bentuk 
pelanggaran yang ditemukan adalah terkait dengan 
peraturan-peraturan mengenai: 
 
1. Penggunaan Bahasa Asing dan Model Asing; 
2. Penggunaan Kata-Kata Superlatif “Paling”, 
“Nomor Satu”, “Top”, Awalan “Ter”; 
3. Penggunaan Kata “100%”, “Murni”, “Asli”; 
4. Penggunaan Kata “Halal”; 
5. Penggunaan Kata “Satu-Satunya”; 
6. Pemakaian Kata “Gratis”; 
7. Melakukan Perbandingan; 
8. Merendahkan Produk Pesaing; 
9. Penggunaan Tenaga Profesional; 
10. Pencantuman Harga; 
11. Eksploitasi Anak; 
12. Pelanggaran berdasarkan waktu penayangan; 
 
Pada uraian berikut akan dipaparkan beberapa bentuk 
pelanggaran siaran iklan beserta analisis peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. 
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1. Penggunaan Bahasa Asing dan Model Asing 
 
Penggunaan bahasa asing pada siaran iklan pada 
prinsipnya dibatasi dengan mengacu pada UU Penyiaran 
Pasal 37 yang mengatur bahwa:  
 
“Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan 
program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar”. 
 
Aturan ini mensyaratkan bahwa Bahasa Indonesia 
adalah “pengantar utama”, hal yang sejalan dengan 
pengaturan tentang penggunaan Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa resmi sebagaimana yang tertuang dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 
2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, 
Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang 
ketentuan Umum yang menyatakan bahwa : 
 
“Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa 
resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
 Jika pemahaman bahwa bahasa Indonesia adalah 
“pengantar utama”, maka dapat ditafsirkan bahwa itu 
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berarti masih terdapat kemungkinan bahasa lain karena 
pemahaman pengantar utama bukan merupakan satu-
satunya bahasa yang harus digunakan. Penafsiran itu 
diperkuat oleh maksud aturan yang tertuang pada Pasal 
37 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : 
1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam 
informasi tentang produk barang atau jasa 
produksi dalam negeri atau luar negeri yang 
beredar di Indonesia. 
2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau 
bahasa asing sesuai dengan keperluan. 
 
Dengan demikian, penggunaan bahasa asing masih 
dimungkinkan bilamana sesuai keperluan. Hal ini 
kemudian diatur pula dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 
mengenai bahasa Pasal 36 ayat (1) bahwa:  
 
“lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, sebagai bahasa 
pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali 
bagi program siaran atau berita yang disajikan 
dalam bahasa daerah atau asing.” 
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Kemudian dalam Standar Program Siaran dalam BAB XX 
mengenai Bahasa, Bendera, Lambang Negara, Dan Lagu 
Kebangsaan dalam Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa : 
 
“Program siaran wajib menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau 
lisan sebagai bahasa pengantar utama.” 
 
 Ukuran yang seharusnya digunakan untuk 
menetapkan sejauhmana penggunaan bahasa asing itu 
diperbolehkan dapat dikaji melalui interpretasi dari Etika 
Pariwara Indonesia pada ketentuan nomor 1.2.1 mengenai 
penyajian bahasa yang mengatur bahwa:  
 
“Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa 
dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak 
menggunakan persandian (enskripsi) yang dapat 
menimbulkan penafsiran selain dari yang 
dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut.” 
 
Selain itu dalam Standar Program Siaran dalam BAB XX 
mengenai Bahasa, Bendera, Lambang Negara, Dan Lagu 
Kebangsaan dalam Pasal 53 ayat (3) juga dinyatakan 
bahwa : 
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“Program siaran dapat menggunakan bahasa asing 
sebagai bahasa pengantar dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
a. bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh 
ditayangkan  paling banyak 30% (tiga puluh per 
seratus) dari seluruh waktu siaran per hari;  
b. wajib menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, 
dengan pengecualian program khusus berita 
bahasa asing, pelajaran bahasa asing, 
pembacaan kitab suci, siaran olahraga atau 
siaran langsung;” 
 
Pengecualian penggunaan bahasa asing hanya 
dibolehkan pada program siaran yang memang 
memerlukan, namun siaran iklan tidak diatur. Jika merujuk 
pada aturan EPI terkait penggunaan “bahasa yang bisa 
dipahami oleh khalayak sasarannya” maka seharusnya 
siaran iklan menghindari penggunaan bahasa asing 
karena bagaimanapun juga sasaran khalayak dari siaran 
televisi adalah masyarakat Indonesia. 
Dalam persoalan penggunaan bahasa ini, 
ditemukan bahwa penggunaan bahasa asing tidak hanya 
merujuk pada bahasa Inggris, karena ditemukan pula 
siaran iklan yang mengandung istilah atau kalimat dalam 
bahasa lainnya seperti bahasa Italia, Belanda dan Perancis. 
Penggunaan bahasa asing ini berpotensi memberi 
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informasi yang tidak akurat dan cenderung menyesatkan, 
terutama jika produk atau jasa yang diiklankan adalah 
untuk masyarakat secara umum, tidk untuka kalangan 
tertentu. 
Terkait dengan penggunakan brand image, 
terdapat bentuk pelanggaran dari siaran iklan yang 
menggunakan artis atau pemeran iklan serta lokasi atau 
suasana latar iklan yang bersumber dari luar negeri. Hal ini 
tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang 
32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 46 Ayat 11 
yang menyatakan bahwa: 
 
 “Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber 
daya dalam negeri.” 
 
Ketentuan ini dalam praktiknya seringkali menjadi 
perdebatan bila dikaitkan dengan siaran iklan sebuah 
produk internasional (brand global). Peraturan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 
25/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Penggunaan 
Sumberdaya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang 
Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran, seharusnya 
diharapkan dapat memberi kejelasan, akan tetapi terdapat 
pasal-pasal yang saling mengaburkan antara satu sama 
lainnya.  
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Dalam konsiderans menimbang Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/ 
5/2007 huruf (b) dan (c) disebutkan: 
 
“Bahwa penayangan iklan merupakan sarana 
promosi, baik bagi sumber kekayaan budaya, 
sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia, 
kekayaan hayati maupun pengetahuan tradisional 
sehingga seyogyanya didayagunakan secara 
maksimal, dalam produk siaran iklan oleh industri 
periklanan dalam negeri. 
 
Bahwa untuk mengantisipasi proses globalisasi dan 
akan terbukanya sektor jasa periklanan sebagai 
bagian dari klasifikasi bisnis servis (bussiness 
services) di GATS, maka dipandang perlu secara 
cepat menumbuhkembangkan sumber daya 
periklanan lokal yang siap memasuki sektor jasa di 
manca  negara.” 
 
Maksud dan tujuan untuk melindungi perekonomian 
bangsa kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa:  
 
“Mengurangi ketergantungan terhadap Iuar negeri, 
mendorong peningkatan kemampuan perekonomian 
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rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat 
daya saing bangsa dalam era globalisasi.” 
 
Pada pasal ini terlihat bahwa periklanan Indonesia 
akan dibangun dengan sebuah kemandirian dan jauh dari 
ketergantungan dalam artian bahwa segala produk yang 
ditawarkan di Indonesia harus secara penuh 
menggunakan sumberdaya dalam negeri dalam segala 
aspek yang pada akhirnya juga mewujudkan tujuan 
periklanan yang tercantum dalam ayat sesudahnya yakni 
dalam ayat 3 pada pasal yang sama yakni: 
 
“Memperkenalkan kekayaan dan kebudayaan 
nasional ke dunia global.”  
 
Namun agak kontradiktif dengan aturan dalam Bab 
5 yang mengatur tentang iklan asing dengan hadirnya 
“poin (d)” yakni mengenai iklan brand global yang 
menyatakan bahwa: 
 
“Iklan asing atau iklan yang menggunakan sumber 
daya asing untuk disiarkan pada lembaga penyiaran 
terbatas pada iklan brand global dan atau yang 
membawa brand image dengan tokoh pemeran 
tertentu, dimana penayangan produk iklan 
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termaksud di seluruh dunia akan menggunakan 
tokoh tersebut.”  
 
Poin ini pada dasarnya bentuk pengecualian dari 
apa yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya dan tentu 
saja hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam 
Pasal 46 ayat 11 Undang-Undang Penyiaran dimana 
dikatakan “wajib menggunakan sumberdaya dalam 
negeri”. 
Sukar untuk mengetahui bahwa tokoh tertentu 
yang disiarkan di Indonesia juga ditayangkan di seluruh 
dunia oleh karena pokok pangkal disiarkannya suatu 
produk oleh lembaga penyiaran timbul dari kesepakatan 
kontraktual antara pengiklan dengan lembaga penyiaran, 
dimana hal itu masuk dalam ruang lingkup keperdataan 
dimana pihak KPI tidak menjadi pihak di dalam 
pembuatan perjanjian yang oleh karenanya tidak memiliki 
hak untuk mengetahui dari lembaga penyiaran mengenai 
apakah lembaga penyiaran di Indonesia mengadakan 
perjanjian dengan lembaga penyiaran di negara lain 
dalam menyiarkan suatu produk. Ini terlihat dari ketentuan 
yang terdapat dalam Etika Pariwara Indonesia yang pada 
poin 1.9 mengatur bahwa: 
 
“Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh 
dan bertanggungjawab atas kerahasiaan segala 
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informasi dan kegiatan periklanan dari klien, produk, 
atau materi iklan yang ditanganinya. 
 
Ini diperkuat lagi dengan suatu posisi hukum 
bahwa KPI bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang 
dibuat antara tokoh tertentu dengan pengiklan. Selain itu 
pula tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan 
yang mengatur adanya kewajiban bagi lembaga penyiaran 
untuk menyerahkan informasi atas suatu penayangan 
iklan yang menampilkan tokoh brand image kepada KPI, 
dan atau suatu aturan bahwa KPI memiliki kewenangan 
untuk meminta informasi kepada lembaga  penyiaran atas 
hal itu.  
Akan tetapi pada kenyataannya iklan dengan jenis 
ini menjadi iklan dengan persentase yang cukup banyak 
ditayangkan di televisi swasta Indonesia. Argumentasi 
umum memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia 
cenderung kurang memiliki kepercayaan terhadap produk 
dalam negeri sehingga para produsen menciptakan sarana 
periklanan dengan menggunakan sumber daya asing agar 
memberikan keyakinan yang lebih kepada konsumen 
untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Selain itu 
penggunaan siaran iklan asing asli tanpa melakukan 
produksi ulang dengan menggunakan sumber daya dalam 
negeri merupakan penghematan terhadap biaya produksi 
dari suatu produk.  
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2. Penggunaan Kata-Kata Superlatif “Paling”, “Nomor 
Satu”, “Top”, dan Awalan “Ter”; 
 
Bentuk pelanggaran kedua yang banyak ditemukan 
dalam siaran iklan adalah adanya penggunaan kata-kata 
superlatif. Berdasarkan ketentuan dalam Etika Pariwara 
Indonesia nomor 1.2.2. mengenai penggunaan kata-kata 
superlatif diatur bahwa: 
 
“Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata 
superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau 
kata-kata berawalan “ter”, dan atau yang bermakna 
sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan 
tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik.” 
 
Iklan-iklan yang menggunakan kata atau istilah 
superlatif sebagaimana yang diatur di atas harus disertai 
dukungan fakta yang obyektif dan valid. Menjadi 
persoalan adalah belum ada mekanisme yang baku dalam 
menentukan bahwa dasar penggunaannya tersebut telah 
memenuhi syarat. Termasuk siapa otoritas yang sah yang 
dinyatakan berhak untuk memberikan keterangan tertulis. 
Selain itu sangat sulit suatu iklan yang hanya berdurasi 
singkat antara 30 detik sampai 60 detik mampu 
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memberikan keterangan bahwa hal tersebut valid. 
Sehingga seharusnya siaran iklan harus menghindari 
upaya untuk menggunakan kata-kata superlatif tersebut.  
Terkait dengan penggunaan data riset, EPI juga 
mengatur bahwa: 
4.13.1 Data riset tidak boleh diolah atau 
dimanipulasi sedemikian rupa sehingga 
tampilannya dalam iklan dapat menyesatkan 
khalayak. 
4.13.2 Data riset yang ditampilkan dalam sesuatu 
iklan harus sudah disetujui oleh penyelenggara riset 
terkait. 
4.13.3 Iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset 
harus menyebutkan sumber datanya. 
 
Penggunaan kata superlatif sesungguhnya 
bermaksud untuk mengklaim bahwa produk atau jasa 
yang diiklankan adalah yang terbaik pada suatu metode 
ukuran tertentu atau terhadap competitor lainnya, Namun 
jika itu tidak dapat dibuktikan maka sama saja dengan 
melakukan penipuan terhadap konsumen dan ini 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Khususnya terhadap asa utama dalam Etika Pariwara 
Indonesia, bahwa Iklan dan pelaku periklanan harus: 
1. Jujur, benar, dan bertanggungjawab. 
2. Bersaing secara sehat. 
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3. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak 
merendahkan agama, budaya, negara, dan 
golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku. 
 
3. Penggunaan Kata “100%”, “Murni”, “Asli” 
 
Bentuk pelanggaran lain yang juga sering 
ditemukan adalah siaran iklan yang menggunakan kata-
kata “100%”, “murni”, dan “Asli”. Dalam ketentuan nomor 
1.2.3 huruf (a) EPI/TKTCPI diatur bahwa: 
 
“Penggunaan kata “100%”, “murni”, “asli” untuk 
menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, 
tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas 
terkait atau sumber yang otentik.” 
 
Dalam pantauan Tim Kajian KPI terdapat iklan-iklan 
yang mempergunakan kata atau dengan kalimat tertentu 
yang menggambarkan sebuah persentase efek atau 
kelebihan tertentu dengan tanda “%” yang kebenarannya 
belum dapat dipastikan dengan adanya bukti pernyataan 
tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.  
Menarik untuk ditelusuri terhadap iklan-iklan yang 
mencoba untuk “mensiasati” aturan ini. Mengingat adanya 
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larangan terhadap penggunaan kata “100%”, maka 
terdapat iklan yang menggunakan jaminan di bawah 
“100%” misalnya dengan angka “99%”. Memang secara 
aturan normatif hal tersebut tidak dapat dinyatakan 
melanggar. Akan tetapi seharusnya perusahaan periklanan 
menyadari hakikat dari adanya larangan jaminan “100%” 
terhadap produk yang diiklankan. Seharusnya perusahaan 
periklanan atau siapa pun yang hendak menggunakan 
angka-angka jaminan tersebut harus sadar bahwa pemirsa 
tidak mampu untuk mengetahui secara langsung pada 
saat iklan ditayangkan bagaimana cara produk mengklaim 
prosentase tersebut.  
Jika ketidaktahuan atau ketidakmampuan tersebut 
dimanfaatkan untuk tujuan membangun kepercayaan 
maka hal itu bisa dinalogikan sebagai upaya menyesatkan. 
Sementara lembaga penyiaran dilarang dan diancam 
dengan hukuman pidana bila menyiarkan program siaran 
yang mengandung hal-hal yang bohong dan 
menyesatkan. 
 
4. Melakukan Perbandingan dan Merendahkan Produk 
Pesaing 
 
Pelanggaran berikutnya yang juga ditemukan tidak 
sesuai dengan peraturan perundangan adalah siaran iklan 
yang membandingkan produk atau jasanya dengan 
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produk atau jasa lainnya (Comparative Advertising). Dalam 
EPI/TKTCPI pada ketentuan nomor 1.19 tentang 
perbandingan diatur bahwa: 
“1.19.1. Perbandingan langsung dapat dilakukan, 
namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, 
dan dengan kriteria yang sama. 
1.19.2. Jika perbandingan langsung menampilkan 
data riset, maka metodologi, sumber dan waktu 
penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. 
Penggunaan data riset tersebut harus sudah 
memperoleh persetujuan atau verifikasi dari 
organisasi penyelenggara riset tersebut. 
1.19.3. Perbandingan tak langsung harus didasarkan 
pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.” 
 
Selain ketentuan tersebut, juga diatur dalam 
ketentuan nomor 1.20 EPI/TKTCPI mengatur bahwa: 
“perbandingan harga hanya dapat dilakukan 
terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan 
produk, dan harus disertai dengan penjelasan atau 
penalaran yang memadai.” 
 
Dampak dari adanya perbandingan iklan tersebut 
adalah adanya upaya untuk merendahkan produk pesaing. 
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Dalam EPI/TKTCPI pada ketentuan nomor 1.21 diatur 
bahwa: 
 
“Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing 
secara langsung maupun tidak langsung.” 
 
Kasus yang ditemukan seringkali terdapat iklan 
yang melakukan perbandingan dengan produk sejenis 
lainnya tanpa memberikan penjelasan yang memadai 
mengenai efisiensi dan aspek-aspek teknis produk iklan 
yang ditayangkannya. Perbandingan tersebut ada yang 
berupa perbandingan langsung dan ada yang sifatnya 
tidak langsung.  
Perbandingan tidak langsung juga dapat berupa 
pernyataan dan memberi contoh produk yang diblur atau 
dihilangkan kemasan mereknya. Perbandingan tersebut 
seringkali menmapilkan visualisasi atau asosiasi yang 
menyatakan produk lain lebih rendah atau kalah jika 
dibandingkan dengan produk yang diiklankan. Tindakan 
merendahkan tersebut dapat berupa tindakan dalam 
bentuk narasi, perbandingan langsung, pemunculan kata 
atau kalimat tertentu dalam tagline maupun tindakan 
lainnya baik itu yang tercantum dalam EPI maupun 
keadaan lain yang menunjukkan pencitraan buruk 
terhadap produk lain yang menguntungkan produknya. 
Kreatifitas iklan yang demikian sesungguhnya tetap saja 
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bermaksud mempengaruhi pemirsa dengan suatu data 
yang tidak mungkin secara langsung dapat dibuktikan 
kebenarannya oleh pemirsa sebagai konsumen yang 
berakibat dapat menyebabkan timbulnya penyesatan 
informasi. 
 
5. Penggunaan Tenaga Profesional 
 
Ketentuan nomor 3.5.1 EPI/TKTCPI mengenai 
penggunaan tenaga profesional mengatur: 
 
“Iklan produk obat-obatan (baik obat-obatan bebas 
maupun tradisional), alat-alat kesehatan, kosmetika, 
perbekalan kesehatan rumah tangga serta makanan 
dan minuman tidak boleh menggunakan tenaga 
profesional, identitas, atau segala atribut profesi, 
baik secara jelas maupun tersamar.” 
 
Dalam kaitannya dengan pelarangan penggunaan model 
profesi kesehatan ini, EPI/TKTCPI pada ketentuan nomor 
2.3.4 juga mengatur bahwa: 
 
“Iklan tidak boleh menggambarkan atau 
menimbulkan kesan pemberian anjuran, 
rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan 
obat tertentu oleh profesi kesehatan seperti dokter, 
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perawat, farmasis, laboratoris, dan pihak-pihak yang 
mewakili profesi kesehatan, beserta segala atribut, 
maupun yang berkonotasi profesi kesehatan.” 
 
Ketentuan nomor 2.3.3. EPI/TKTCPI mengenai 
pelarangan penggunaan kata yang menjanjikan 
kesembuhan, mengatur:  
 
“Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, 
penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu 
menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit.” 
 
Sebagaimana dimuat pada EPI/TKTCPI, Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
386/Men.Kes/SK/IV/1994 pada ketentuan nomor 11 
mengatur bahwa: 
 
“Iklan obat tidak boleh: 
11.1. Memberikan anjuran dengan mengacu pada 
pernyataan profesi kesehatan mengenai khasiat, 
keamanan dan mutu obat (misalnya, “Dokter saya 
merekomendasi...”) 
11.2. Memberikan anjuran mengenai khasiat, 
keamanan dan mutu obat yang dilakukan 
berlebihan.” 
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SK Menkes No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994 pada 
ketentuan nomor 9 sebagaimana dimuat pada Lampiran 
EPI/TKTCPI juga mengatur:  
 
“Iklan obat tidak boleh diperankan oleh tenaga 
profesi kesehatan atau aktor yang berperan sebagai 
profesi kesehatan atau menggunakan “setting” yang 
beratribut profesi kesehatan dan laboratorium.” 
 
Dalam siaran iklan di televisi, ditemukan adanya 
penggunaan artis yang berpendidikan dokter atau 
sebaliknya dokter yang juga seorang artis. Popularitas 
mereka sebagai seorang ahli kesehatan dimanfaatkan oleh 
produsen untuk menambah jualan produk mereka, 
padahal kenyataan produk mereka belum tentu sesuai 
dengan promosi. Dalam EPI maupun Kode etik kedokteran 
yang dalam pasal 6 menyatakan bahwa: 
 
“setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam 
mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan 
teknik atau pengobatan baru yang belum diuji 
kebenarannya dan hal-hal yang dapat minimbulkan 
keresahan masyarakat”.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 
1787/ Menkes/PER/XII/2010, diatur bahwa dokter dan 
tenaga kesehatan dilarang mengiklan dan menjadi model 
iklan obat, alat kesehatan dan fasilitas kesehatan, kecuali 
iklan layanan masyarakat. Hal ini juga akan berlaku bagi 
dokter yang mengiklan atas nama perhimpunan yang 
disponsori oleh sebuah produk kesehatan. Larangan ini 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi 
masyarakat dari informasi berupa iklan dan publikasi 
pelayanan kesehatan. Iklan dan publikasi pelayanan 
kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat: 
1. Merendahkan kehormatan dan derajat profesi 
tenaga kesehatan 
2. Memberikan informasi yang tidak benar, bersifat 
menipu dan menyesatkan. 
3. Menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari 
pelayanan kesehatan yang diberikan 
4. Membandingkan mutu pelayanan kesehatan 
dengan fasilitas kesehatan lainnya 
5. Memuji diri sendiri secara berlebihan, termasuk 
pernyataan yang bersifat superlatif sehingga 
cenderung bersifat menyesatkan. 
6. Mempublikasikan metode, obat, alat/teknologi 
pelayanan kesehatan baru yang belum diterima 
oleh masyarakat. Kedokteran/kesehatan karena 
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manfaat dan keamanan masih diragukan/belum 
terbukti. 
7. Mengiklankan pelayanan kesehatan/tenaga 
kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya 
tidak memiliki izin. 
8. Mengiklankan obat, makanan suplemen dan alat 
kesehatan yang tidak memiliki izin edar/tidak 
memenuhi standar mutu dan keamanan. 
9. Mengiklankan susu formula dan zat adiktif 
10. Mengiklankan obat keras, psikotropika dan 
narkotika kecuali dalam majalah/forum ilmiah 
kedokteran 
11. Memberi informasi kepada masyarakat dengan cara 
yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga 
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 
12. Mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk 
apapun termasuk pemberian diskon, imbalan atas 
pelayanan kesehatan/ menggunakan metode 
penjualan multi level marketing. 
13. Memberi testimoni dalam bentuk iklan dan 
publikasi di media massa 
14. Menggunakan gelar akademis/sebutan profesi di 
bidang kesehatan. 
 
Jika kebijakan terhadap iklan dan publikasi 
pelayanan kesehatan ini dilanggar maka ada pembinaan 
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dan pengawasan yang akan diberikan pada tenaga 
kesehatan tersebut, yaitu : 
1. Penghentian iklan dan publikasi, selama waktu 7 
hari kerja. 
2. Tindakan administrasi, selama 30 hari kerja. 
 
Tindakan administrasi yang diberikan dapat berupa: 
1. Pencabutan surat izin operasional/surat izin 
praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk 
sementara waktu paling lama 1 tahun 
2. Pencabutan surat izin operasional/surat izin 
praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk 
selamanya. 
 
Selain tindakan administrasi, tenaga kesehatan atau 
fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar dapat 
dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis 
Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi dan 
Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia. 
Contoh siaran iklan yang paling sering 
menggunakan tenaga ahli kesehatan adalah iklan produk 
sabun dan shampo, namun sering dikaburkan seolah 
hanya menggunakan model yang mirip ahli kesehatan. 
Misalnya dengan menggunakan model dengan pakaian 
layaknya seorang dokter yang tampak memberikan 
anjuran untuk menggukan produk tersebut. Seharusnya 
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walaupun ada pengaburan identitas, akan tetapi karena 
produk yang diiklankan termasuk dalam “produk 
kesehatan” maka figur ahli yang diperankan ataupun yang 
benar-benar ahli harus dinyatakan sebagai tenaga 
kesehatan karena dalam substansi iklannya tampak jelas 
bahwa produk tersebut berkaitan dengan masalah 
kesehatan. Walaupun tidak ditulis secara jelas, akan tetapi 
penampilan seseorang yang menggunakan atribut yang 
“umumnya” dipakai oleh tenaga kesehatan telah 
menimbulkan kesan bagi pemirsa bahwa model tersebut 
berperan sebagai tenaga kesehatan sehingga memenuhi 
unsur aturan “...baik secara jelas maupun tersamar.” 
 
6. Pencantuman Harga 
 
 Dalam beberapa iklan produk, seringkali 
dicantumkan atau dinyatakan harga suatu produk. Dalam 
Etika Pariwara Indonesia, aturan nomor 1.6 dikemukakan 
bahwa : 
 
“Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam 
iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, 
sehingga konsumen mengetahui apa yang akan 
diperolehnya dengan harga tersebut”. 
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Dalam hal ini berarti harga barang yang diiklankan 
akan didapatkan dengan harga tersebut tanpa perubahan 
dan tanpa ketentuan lain. Jika dianalisis, aturan ini 
sesungguhnya untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen terhadap kemungkinan adanya perbedaan 
harga antara yang diiklankan dengan kenyataan yang 
ditemukan. Beberapa gerai atau kedai mungkin 
menaikkan harga karena adanya komponen biaya 
tambahan yang dikeluarkan atau hendak memperoleh 
keuntungan. Selain itu, harga yang dimunculkan dalam 
iklan juga harus benar-benar dapat memberikan 
pemahaman kepada konsumen bentuk dan ukuran yang 
akan diperoleh jika membeli produk dengan harga 
tersebut.  
 
7.  Eksploitasi Anak 
 
Dalam Pasal 46 ayat 3 poin (e) Undang-Undang No. 
32 Tahun 2002 tentang penyiran dikatakan bahwa : 
”Siaran iklan niaga dilarang melakukan: 
e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun.” 
 
Dalam etika pariwara Indonesia atau EPI dikatakan bahwa : 
 
1.27. Khalayak Anak-anak 
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1.27.1 Iklan yang ditujukan kepada khalayak 
anak-anak tidak boleh menampilkan hal-
hal yang dapat mengganggu atau 
merusak jasmani dan rohani mereka, 
memanfaatkan kemudah percayaan, 
kekurang pengalaman, atau kepolosan 
mereka.21 
1.27.2 Film iklan yang ditujukan kepada, atau 
tampil pada segmen waktu siaran 
khalayak anak-anak dan menampilkan 
adegan kekerasan, aktivitas seksual, 
bahasa yang tidak pantas, dan atau 
dialog yang sulit wajib mencantumkan 
kata-kata “Bimbingan Orangtua” atau 
simbol yang bermakna sama. 
 
Meskipun terdapat kontradiksi dengan apa yang 
dikemukakan dalam penjelasan EPI mengenai defenisi 
anak dengan apa yang dikemukakan dalam Undang-
undang perlindungan anak. Dalam Undang-undang 
Perlindungan anak  Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa : 
 
                                                          
21  Dalam penjelasan EPI disebutkan beberapa istilah yang mana 
membagi anak dalam tiga kategori umur yakni : 
1. Anak-anak; ialah orang atau kelompok orang di bawah usia 12 tahun, 
kecuali dinyatakan lain. 
2. Balita; ialah anak yang berusia lima tahun atau kurang. 
3. Bayi; ialah anak yang berusia 12 bulan atau kurang. 
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
84 
 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.”  
 
Dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Anak 
menyebutkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan 
anak atau orang-orang yang dikategorisasikan sebagai 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun termasuk yang masih berada dalam 
kandungan yang mana sejalan dengan apa yang 
dikemukakan dalam Undang-Undang Penyiaran.  
Persoalan perlindungan anak dalam siaran iklan 
dapat dilihat dari aspek model anak dan substansi iklan 
anak. Anak sebagai model seharusnya mendapat 
perlindungan dari keinginan untuk mengeksploitasi anak 
agar memerankan sesuatu yang sesungguhnya tidak 
sesuai dengan jiwa dan perkembangan anak-anak. 
Sementara substansi menitikberatkan perlindungan 
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya siaran 
iklan yang menyasar pada konsumen anak-anak.  
Dalam sejumlah iklan diatas telihat bahwa terdapat 
berbagai macam iklan yang modelnya merupakan anak-
anak. Jika dikaji secara lebih mendalam maka pada 
dasarnya terjadi sebuah eksploitasi ekonomi terhadap 
anak yang tentunya dilakukan oleh orang tua dan 
pengiklan. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak 
dalam Bagian Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59 
dikatakan bahwa : 
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”Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak 
......... anak tereksploitasi secara ekonomi ” 
 
Dalam hal ini pemerintah harus menjamin anak 
yang tereksplotasi dalam hal ekonomi yang mana dalam 
Pasal 88 dalam Undang-Undang ini dilanjutkan bahwa : 
 
”Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi 
atau seksual anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” 
 
8. Pelanggaran Berdasarkan Waktu Penayangan Iklan 
 
 Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 
Standar Program Siaran, diatur tentang klasifikasi program 
siaran berdasarkan waktu siarannya. Berdasarkan Pasal 33 
SPS, program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) 
klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:  
a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-
Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun; 
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b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni 
khalayak berusia 7 - 12 tahun;  
c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni 
khalayak berusia 13 – 17 tahun;  
d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni 
khalayak di atas 18 tahun; dan  
e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di 
atas 2 tahun. 
 
Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara 
pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 
hingga pukul 18.00. Dilarang disisipi iklan obat-obatan 
untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa 
pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan 
visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan 
pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah 
kehamilan lain, promo program siaran yang masuk 
klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid 
yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat 
pembesar payudara dan alat vital. 
Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan 
dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat. 
Dilarang disisipi iklan obat-obatan untuk meningkatkan 
kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan 
pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian 
dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, 
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iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, 
promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan 
dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi 
pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan 
alat vital. 
Program siaran klasifikasi Remaja dapat disiarkan 
sebelum puklul 22.00, dilarang disisipi iklan obat-obatan 
untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa 
pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan 
visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan 
kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo 
progam siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan 
majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, 
dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital. 
Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan 
antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat. Ketentuan 
penayangan materi iklan dewasa diatur dalam ketentuan 
nomor 2.8.2 EPI/TKTCPI bahwa:  
 
“Iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau 
deodoran khusus dan produk-produk yang bersifat 
intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang 
pantas, dan pada waktu penyiaran yang khusus 
untuk orang dewasa.” 
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 Terkait dengan program siaran bermuatan 
seksualitas. Pedoman Perilaku Penyiaran pada Pasal 16 
mengenai program siaran bermuatan seksualitas 
mengatur bahwa:  
 
“Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan 
pelarangan dan/atau pembatasan program siaran 
bermuatan seksual.” 
 
Selanjutnya dalam Standar Program Siaran pada 
Pasal 59 ayat (3) mengenai siaran iklan diatur bahwa: 
 
“Program siaran iklan produk dan jasa untuk 
dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat 
kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, serta vitalitas 
seksual hanya dapat ditayangkan  pada klasifikasi 
D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.” 
 
 Pelanggaran yang ditemukan adalah siaran iklan 
yang diperuntukkan bagi kalangan dewasa ditayangkan 
sebelum pukul 22.00 waktu setempat, yang 
mengakibatkan dapat ditonton oleh kalangan remaja. 
Padahal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 ayat 
(1) diatur bahwa:  
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“Lembaga penyiaran wajib memberikan 
perlindungan dan pemberdayaan kepada anak 
dengan menyiarkan program siaran pada waktu 
yang tepat sesuai dengan penggolongan siaran.” 
 
Penayangan siaran iklan yang tidak sesuai tersebut 
dapat pula menimbulkan pelanggaran terhadap Standar 
Program Siaran Pasal 9 ayat (1) mengenai norma 
kesopanan dan kesusilaan yang mengatur bahwa: 
 
“Program siaran wajib memperhatikan norma 
kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh 
keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, 
budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.” 
 
Dalam konteks hukum konsep mengenai 
pornografi dapat juga ditemukan dalam beberapa 
ketentuan perundang-undangan. Dalam KUH Pidana, 
misalnya walaupun di sana tidak menyebutkan secara 
eksplisit mengenai apa definisi pornografi tersebut. 
Batasan atau hal yang dapat dipersamakan dengan 
pengertian pornografi dalam KUH Pidana  hanyalah 
disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau 
kejahatan terhadap kesopanan. Namun jika dilihat dari 
bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam KUH Pidana, 
maka kesemuanya termasuk dalam kategori pornografi.  
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Walaupun demikian, berdasar pada pengertian 
tentang apa yang dimaksud dengan kesopanan atau 
kesusilaan  menunjukkan dalam KUH Pidana tidak  
terdapat adanya legalisasi yang mengatur masalah 
pornografi. Pasal mengenai kesusilaan adalah, antara lain 
Pasal 282 KUH Pidana : 
 
“barangsiapa yang menyiarkan gambar atau benda 
yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan 
atau barang siapa membikin tulisan, gambaran 
atau benda tersebut atau memiliki persediaan atau 
mengedarkan menawarkan atau menunjukkannya  
sebagai bisa diperoleh diancam dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun enam bulan.” 
 
Selain itu Pasal 533 KUH Pidana:  
 
“diancam dengan pidana kurungan paling lama dua 
bulan barang siapa dengan terang-terangan 
mempertunjukkan gambar atau benda yang mampu 
membangkitkan nafsu birahi remaja.”   
 
Konsep pornografi menurut Undang–Undang No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan dalam Pasal 13 
huruf a bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan 
yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan 
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atau menganggu kerukunan hidup antar umat beragama, 
serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. 
Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 
1999 tentang Pers juga yang dinyatakan bahwa:  
“Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa 
dan opini dengan menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat”.  
 
Kemudian pelarangan yang berkaitan dengan pemuatan 
pornografi di media, di atur dalam Pasal 13 huruf (a) 
undang-undang ini:  
“perusahaan pers dilarang memuat iklan yang… 
bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”. 
 
  Selain itu dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 
36 ayat (5) menyatakan :  
”isi siaran televisi dan radio dilarang menonjolkan 
unsur cabul“ 
 
Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (6) UU Penyiaran 
dinyatakan melarang memuat hal yang merendahkan, 
melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan 
martabat manusia Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan 
Pasal 36 tersebut di atas dihukum pidana penjara 
maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal satu milyar 
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rupiah untuk radio dan pidana maksimal 5 (lima) tahun 
dan/atau denda maksimal sepuluh milyar untuk televisi.  
Peraturan tersebut di atas mewajibkan bahwa 
materi siaran iklan yang ditujukan bagi kalangan dewasa 
harus tidak bermuatan hal-hal yang dapat dinilai sebagai 
bentuk pornografi. Dalam Undang – Undang No. 44 tahun 
2008 tentang Anti Pornografi, Pasal 1 ayat 1 dinyatakan 
bahwa:  
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” 
 
9. Penggunaan Tanda Asteris (*) 
 
 Dalam beberapa siaran iklan produk seringkali 
ditemukan adanya penggunaan tanda asteris (*) sebagai 
tambahan informasi yang dilakukan oleh pemilik siaran 
iklan. Umumnya tanda asteris (*) tersebut digunakan 
untuk menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan syarat atau kondisi tertentu terhadap apa yang 
dijanjikan dalam siaran iklan. Juga ditemukan keterangan 
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tentang data atau sumber yang menjadi rujukan klaim dari 
suatu kondisi produk. 
 Umumnya tanda asteris (*) dibuat sangat kecil dan 
tidak mudah dibaca oleh pemirsa. Tidak hanya waktu, 
penempatannya biasa diletakkan di bagian sudut atau 
bawah yang tidak menjadi fokus perhatian penonton pada 
saat siaran iklan ditayangkan. Hal ini tentu saja tidak 
memberikan informasi yang lengkap dan cukup 
sertacenderung dapat menyesatkan penonton. 
 Pengaturan tentang penggunaan tanda asteris (*) 
dalam Etika Pariwara Indoensia (EPI) hanya mengatur 
terkait penggunaannya pada iklan di media cetak bukan 
pada siaran iklan televisi. Berdasarkan aturan EPI nomor 
1.3 tentang Tanda Asteris (*), diatur bahwa: 
 
1.3.1 Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak 
boleh digunakan untuk menyembunyikan, 
menyesatkan, membingungkan atau membohongi 
khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga 
sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun 
tentang ketidaktersediaan sesuatu produk. 
 
1.3.2 Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya 
boleh digunakan untuk memberi penjelasan lebih 
rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan yang 
bertanda tersebut. 
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 Dapat dipahami jika EPI tidak mengatur tanda 
asteris tersebut untuk siaran iklan, karena akan 
menimbulkan kesulitan bagi konsumen karena sifat siaran 
iklan yang sekilas dan durasi yang singkat.  
  
Masalah Iklan Rokok 
 
Selain beberapa bentuk pelanggaran yang 
diuraikan di atas, salah satu permasalahan iklan yang 
menjadi perhatian masyarakat adalah terkait maraknya 
iklan rokok. Walaupun iklan rokok pada umumnya telah 
mengikuti aturan yang ada, misalnya soal jam tayang dan 
tidak ada wujud rokok serta peringatan bahaya merokok, 
permasalahan yang terjadi adalah penggunaan nama 
merek atau brand yang dikenal masyakarat adalah merek 
rokok tetapi untuk tujuan lain. Misalnya yayasan peduli 
atau beasiswa bagi masyarakat. Bentuk-bentuk iklan ini 
sulit untuk dijangkau oleh regulasi yang ada karena belum 
diatur secara spesifik. 
Komisi Penyiaran Indonesia sesugguhnya sudah 
mencoba untuk mengatur dalam Standar Program Siaran 
(SPS) Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi: 
“Program siaran yang berisi segala bentuk dan 
strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok 
wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.” 
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Akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum atas 
aturan tersebut belum dapat dilakukan karena adanya 
gugatan lembaga penyiaran yang akhirnya disikapi sebagi 
suatu peraturan yang “ditunda keberlakuannya.” Dasar 
gugatannya adalah bahwa ketentuan tersebut tidak 
memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan 
ketentuan perundangan yang lebih tinggi dimana 
pengaturan iklan rokok hanya menyoal larangan 
menampilkan wujud rokok dan aturan tentang waktu 
penayangan. 
Terkait dengan siaran iklan rokok di televisi, 
sesungguhnya telah dipersoalkan oleh Komisi Nasional 
Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA). Bahkan 
Komnas PA telah megajukan judicial review terhadap UU 
Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar iklan rokok 
di lembaga penyiaran dilarang. Namun, putusan MK 
menolak uji materil Pasal 46 ayat (3) huruf C UU Penyiaran 
yang dimohonkan tersebut.  
Menurut Komnas PA, putusan itu merupakan 
bentuk kemunduran bangsa Indonesia dalam melindungi 
anak dan remaja dari serbuan iklan rokok serta 
membuktikan bahwa lembaga di Indonesia tidak mampu 
melawan dominasi industri rokok. Komnas PA juga 
menyesalkan bahwa MK dalam pertimbangannya 
menyebutkan, melarang iklan rokok adalah bentuk 
pelanggaran HAM. Padahal, banyak negara di dunia 
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internasional telah melarang iklan rokok sementara 
Indonesia adalah hanya sebagian kecil dari negara yang 
masih memperbolehkan beredarnya iklan rokok.  
Namun Komnas PA tetap menghargai “dissenting 
opinion” yang dikemukakan empat hakim MK, yaitu 
Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Hardjono, dan 
Achmad Sodiki. Maruarar menegaskan, perlindungan 
generasi muda (dari iklan rokok) merupakan dasar yang 
rasional bagi pembatasan hak asasi kelompok tertentu. 
Muhammad Alim menyatakan, kemanfaatan iklan rokok 
hanya dirasakan perusahaan rokok dan dunia periklanan 
tanpa memperdulikan nasib dari jutaan manusia dan anak 
Indonesia. Achmad Sodiki memaparkan, keadaan yang 
terjadi sekarang adalah penguasa melegalisasi promosi 
rokok yang akhirnya hanya menghempas anak-anak atau 
generasi mendatang. Keempat hakim MK yang 
memberikan “dissenting opinion” itu menegaskan, 
perekonomian tidak akan terganggu hanya dengan 
pelarangan iklan rokok.  
Iklan, promosi dan sponsor rokok berperan penting 
dalam menciptakan budaya merokok pada remaja. 
Berdasarkan penelitian dampak keterpajanan iklan dan 
sponsor rokok terhadap kognitif, afeksi dan perilaku 
merokok remaja yang dilakukan Komisi Nasional 
Perlindungan Anak tercatat 46,3% menunjukan pengaruh 
besar untuk memulai merokok. *** 
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Bagian Lima 
Penegakan Hukum Penyiaran 
 Siaran iklan adalah salah jenis muatan atau isi dari 
suatu penyiaran. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran, pengertian penyiaran adalah: 
 
“kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di 
laut atau di antariksa dengan menggunakan 
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima 
secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 
dengan perangkat penerima siaran.”  
 
 Kegiatan pemancarluasan siaran yang diatur dalam 
UU Penyiaran tersebut meliputi penyiaran radio dan 
televisi. Sehingga penegakan hukum terhadap siaran iklan 
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merupakan ranah dari regulator di bidang penyiaran, 
dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia. 
 Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU Penyiaran, diatur 
bahwa “untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk 
sebuah komisi penyiaran”. Kemudian diatur dalam Pasal 7 
ayat (2) bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia sebagai 
lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-
hal mengenai penyiaran.”  
Sistem penyiaran Indonesia sebagaimana diatur 
dalam UU Penyiaran, disusun berdasarkan fondasi filosofi 
normatif dan menganut beberapa prinsip dasar. Sebagai 
norma utama (grundnorm), UU Penyiaran lahir dan 
digagas berlandaskan konsep demokratisasi penyiaran 
sebagai implementasi norma yang terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD 1945) yang memberikan jaminan kebebasan 
berbicara dan berpendapat (freedom of speech), 
kebebasan untuk berkspresi (freedom of expression) dan 
kemerdekaan pers (freedom of press). 
Demokratisasi penyiaran di Indonesia diwujudkan 
dengan melakukan desentralisasi penyiaran dan 
menghargai prinsip otonomi daerah. Penyiaran tidak lagi 
hanya menjadi urusan pusat atau berpusat di ibukota 
negara, setiap warga negara di seluruh pelosok Indonesia, 
termasuk melibatkan Pemerintah Daerah, juga diberikan 
kesempatan yang sama (non-discriminatory principle). 
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Demokratisasi penyiaran juga ditandai dengan terjadinya 
pendelegasian kewenangan pemerintah kepada publik 
secara terbatas (limited transfer of authority) agar publik 
dapat mengatur dan mengelola sendiri urusan-urusan 
yang menjadi ranah publik.  
Penyiaran dipandang sebagai ranah publik 
berdasarkan kenyataan bahwa spektrum frekuensi 
menggunakan gelombang radio melalui udara, walaupun 
Negara dinyatakan menguasai spektrum frekuensi radio 
tetapi harus digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran 
guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk 
kepentingan golongan tertentu. Dimensi publik lain dari 
penyiaran adalah bahwa tujuan utama 
diselenggarakannya penyiaran adalah untuk penerimaan 
secara langsung dan serentak oleh publik. Akibat sifatnya 
yang dapat menembus ruang maka penyiaran dapat 
langsung masuk dan meluas ke dalam ruang-ruang 
pribadi dan keluarga (the pervasive presence theory). Hal 
berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 
keuntungan ekonomis dari penyiaran juga melibatkan 
publik sebagai deret ukur dalam perhitungan rating. 
Seluruh uraian ini memberikan penegasan bahwa 
penyiaran adalah ranah publik. 
Pendelegasian kewenangan Pemerintah kepada 
publik sebagai wujud demokratisasi penyiaran kemudian 
membentuk lembaga pengatur independen (independent 
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regulatory body) sebagai representasi publik. Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang 
bersifat independen diberikan kewenangan untuk 
mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dalam rangka 
menjalankan fungsinya, KPI memiliki otoritas menyusun 
dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran. Pengaturan 
ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, 
mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, 
pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan 
kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan 
lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya 
yang saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan 
dengan masyarakat dalam menampung dan menindak-
lanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap 
lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran 
pada umumnya. 
KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat 
dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI 
Pusat (KPIP) berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah 
(KPID) berjumlah 7 (tujuh) orang. Masa jabatan keang-
gotaan KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan 
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya. Pendanaan KPI Pusat berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
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Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan 
kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI sebagai 
wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi 
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan 
penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai 
wewenang: 
1. menetapkan standar program siaran; 
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman 
perilaku penyiaran; 
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan 
pedoman perilaku penyiaran serta standar 
program siaran; 
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran; 
5. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama 
dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan 
masyarakat. 
 
Berdasarkan UU Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan 
kewajiban : 
1. menjamin masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang layak dan benar sesuai dengan 
hak asasi manusia; 
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2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang 
penyiaran; 
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat 
antarlembaga penyiaran dan industri terkait; 
4. memelihara tatanan informasi nasional yang 
adil, merata, dan seimbang; 
5. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti 
aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi 
masyarakat terhadap penyelenggaraan 
penyiaran; dan 
6. menyusun perencanaan pengembangan sumber 
daya manusia yang menjamin profesionalitas di 
bidang penyiaran. 
 
Salah satu kewenangan KPI dalam UU Penyiaran 
adalah menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS 
disusun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka 
pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-
lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di 
Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi 
agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan 
sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan 
untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Alasan 
pemikiran lain adalah bahwa dengan munculnya stasiun-
stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok 
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Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu 
mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh 
integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa 
yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka 
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, 
dan sejahtera. 
P3SPS adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga 
Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran 
Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa 
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam 
menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem 
penyiaran nasional Indonesia. P3SPS ditetapkan oleh KPI 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan 
diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar 
profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan 
masyarakat penyiaran. P3SPS ditetapkan berdasarkan asas 
kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung 
jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas 
keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas 
keamanan, dan etika profesi. P3SPS bertujuan agar 
lembaga penyiaran: 
a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa 
persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
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b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap 
hukum dan segenap peraturan perundangan 
yang berlaku di Indonesia; 
c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan 
nilai agama dan budaya bangsa yang 
multikultural; 
d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-
prinsip demokrasi; 
e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak 
asasi manusia; 
f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak 
dan kepentingan publik; 
g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak 
anak, remaja, dan perempuan; 
h.  menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak 
kelompok masyarakat minoritas dan marginal; 
dan 
i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik. 
 
 KPI juga menekankan kewajiban bagi Lembaga 
Penyiaran untuk menghormati perbedaan suku, agama, 
ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, 
yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan 
kehidupan sosial ekonomi. Selain itu Lembaga Penyiaran 
dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan 
dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau 
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kelompok, yang mencakup, usia, gender, dan kehidupan 
sosial ekonomi. Lembaga Penyiaran juga harus melakukan 
penghormatan terhadap norma kesopanan dan 
kesusilaan. Dengan penekanan bahwa Lembaga Penyiaran 
harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan 
efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam 
agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar 
belakang ekonomi. Serta Lembaga penyiaran wajib 
menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang 
berlaku dalam masyarakat. 
 Hal lain yang juga diatur dalam P3SPS adalah 
tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan 
perempuan. Juga perlindungan terhadap kelompok 
masyarakat minoritas dan marginal. Dalam konteks ini, 
yang digolongkan oleh KPI sebagai masyarakat minoritas 
dan marginal meliputi: kelompok pekerja yang dianggap 
marginal, kelompok masyarakat yang kerap dianggap 
memiliki penyimpangan orientasi seksual, kelompok 
masyarakat dengan ukuran fisik diluar normal, kelompok 
masyarakat yang memiliki cacat fisik, kelompok 
masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, dan 
kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.  
 Berbagai pembatasan juga diatur dalam P3SPS. 
Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan 
kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan 
dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), 
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
106 
 
alkohol, rokok, dan perjudian, muatan program mistik dan 
supranatural. Lembaga penyiaran wajib menayangkan 
klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program 
siaran. Berkaitan dengan penegakan pelakasanaan 
pengawasan dan penegakan hukum, diatur pada Pasal 53 
bahwa bila terjadi pelanggaran atas P3SPS, maka yang 
bertanggung-jawab adalah lembaga penyiaran yang 
menyiarkan program yang mengandung dugaan 
pelanggaran tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh 
jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program 
yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak 
lain, program yang dihasilkan dari suatu kerjasama 
produksi maupun yang disponsori. 
 Dalam UU Penyiaran, Pasal 52, diatur mengenai 
peran serta masyarakat terhadap penyiaran. Walaupun 
secara prinsip KPI merupakan representasi masyarakat, 
akan tetapi itu tidak berarti bahwa masyarakat sebagai 
pihak yang secara langsung bersentuhan dengan muatan 
siaran tidak mempunyai peranan. Pasal 52 ayat (1) bahkan 
secara tegas mengatur bahwa:  
 
“setiap warga negara Indonesia memiliki hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan 
serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran 
nasional”.  
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Substansi norma demikian tidak hanya memberikan 
hak akan tetapi meletakkan kewajiban dan bahkan 
tanggung jawab kepada masyarakat dalam rangka 
pengembangan penyiaran. Sehingga masyarakat tidak 
boleh mengabaikan bilamana terjadi hal-hal dalam 
penyiaran yang tidak berkesesuaian dengan norma hukum 
ataupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 
 Proses pelibatan masyarakat atau wujud peran 
serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 
baik secara individual maupun secara kelembagaan. Pasal 
52 ayat (2) mengatur bahwa “organisasi nirlaba, lembaga 
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan 
pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi 
dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran”. Aturan ini 
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat 
membentuk lembaga-lembaga pemantau siaran 
independen secara swadaya atau berafiliasi dengan 
lembaga tertentu. Tidak ada aturan tentang bagaimana 
bentuk atau struktur organisasi lembaga pemantau, 
sehingga sewajarnya disusun sesuai kebutuhan dan 
ketersediaan sumber daya. Demikian pula dengan bentuk-
bentuk kegiatan pemantauan serta literasi media yang 
dilakukan.  
 Arti penting keterlibatan masyarakat dalam proses 
pemantauan dan literasi media adalah agar penyiaran 
dapat diselenggarakan sesuai dengan arah dan tujuan 
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yang hendak dicapai. Berdasarkan UU Penyiaran, arah dan 
tujuan penyiaran Indonesia adalah untuk memperkukuh 
integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa 
yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka 
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil 
dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran 
Indonesia. Di samping itu, keterlibatan langsung 
masyarakat dapat menjadi kontrol sosial terhadap 
pemanfaatan spektrum frekuensi sebagai ranah publik, 
agar amanat yang dipercayakan kepada pengguna 
spektrum frekuensi benar-benar menyelenggarakan 
siarannya sebesar-besarnya demi kepentingan publik. 
 Selain membentuk lembaga pemantauan dan 
literasi media, masyarakat juga dapat secara langsung 
menyampaikan aduan berupa keberatan-keberatan 
terhadap program siaran yang dinilainya melanggar 
peraturan perundang-undangan atau yang merugikan. 
Dasar hukum yang melindungi kegiatan ini adalah Pasal 
52 ayat (3) UU Penyiaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
aduan masyarakat dapat disalurkan secara langsung 
kepada lembaga penyiaran yang dimakasud telah 
menyalahi dan atau merugikan tersebut, atau dapat pula 
melakukan pengaduan kepada Komisi Penyiaran 
Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah. Telah 
ditegaskan dalam Pasal  8 ayat (5) UU Penyiaran bahwa 
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KPI berkewajiban untuk menampung, meneliti, dan 
menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan 
apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 
penyiaran.  
 Hal terpenting dalam proses pengaduan adalah 
aduan harus disampaikan secara jelas dan 
bertanggungjawab. Jelas artinya memuat informasi 
tentang tayangan program siaran (mata acara) mana yang 
diadukan, termasuk informasi tentang tanggal dan jam 
penayangan. Demikian pula harus jelas tentang nama 
lembaga penyiaran yang menyiarkannya. Jika 
memungkinkan, sangat dianjurkan untuk menjelaskan apa 
bentuk dugaan pelanggaran dan atau kerugian yang 
menjadi dasar aduan. Dasar pertimbangan utama bagi KPI 
dalam menerima aduan dari masyarakat adalah UU 
Penyiaran dan Pedoman Perilaku dan Standar Program 
Siaran (P3SPS) sehingga indikator yang digunakan dalam 
pengaduan tersebut juga harus berlandaskan sumber 
hukum yang sama. 
Bertanggungjawab dimaksudkan bahwa setiap 
individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan 
aduan wajib menyertakan keterangan identitas diri. 
Keterangan itu termasuk nama lengkap, alamat tempat 
tinggal, nomor telepon, alamat e-mail (jika ada) dan kota 
tempat tinggal. Identitas ini sangat penting sebagai alat 
klarifikasi kebenaran adanya aduan dan menghindarkan 
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dari upaya kebohongan publik. Bilamana individu atau 
kelompok masyarakat yang menyampaikan aduan merasa 
kurang cukup aman bilamana identitasnya disebarluaskan, 
maka dapat meminta kepada KPI agar merahasiakan 
identitas lengkap atau salah satu dari keterangan yang 
diberikan. Misalnya, alamat rumah atau nomor telepon. 
Walaupun KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga 
penyiaran, KPI umumnya tidak menyertakan data lengkap 
yang bersifat sangat pribadi atau yang dapat 
disalahgunakan oleh pihak lain. Terutama terhadap 
aduan-aduan yang berpotensi dijatuhi sanksi oleh KPI. 
 Setiap aduan yang masuk akan diteruskan oleh KPI 
kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Bilamana 
dalam meneliti aduan yang diterima ditemukan hal-hal 
yang sifatnya krusial, maka KPI dapat menjadikan aduan 
masyarakat tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan  
sanksi administratif sesuai kewenangan KPI, atau 
menyampaikan kepada pihak aparat penegak hukum 
berwaenang bilamana terindikasi sebagai tindak pidana 
penyiaran. Penjatuhan sanksi administratif oleh KPI 
berdasarkan UU Penyiaran dan P3SPS, dapat berupa: 
 
a. Teguran tertulis; 
b. Penghentian sementara mata acara yang 
bermasalah setelah melalui tahap tertentu; 
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran; 
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d. Denda administratif; 
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; 
f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan 
penyiaran; 
g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 
 
Khusus untuk sanksi penghentian sementara, 
tahap-tahap yang harus dilakukan oleh KPI sebelum 
menetapkan sanksi tersebut adalah: 
 
a. Tahap pemeriksaan bukti pelanggaran; 
b. Tahap penelitian dan penilaian pelanggaran; 
c. Tahap klarifikasi; 
d. Tahap pemutusan sanksi administratif. 
 
Sementara itu, akibat adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap gugatan beberapa pihak atas UU 
Penyiaran, maka khusus sanksi pembekuan kegiatan siaran 
untuk waktu tertentu, serta pencabutan izin 
penyelenggaraan penyiaran, hanya dapat dilakukan oleh 
KPI setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap 
terhadap pelanggaran isi siaran oleh lembaga penyiaran. 
Hal yang belum diatur dan belum dilaksanakan selama ini 
adalah penjatuhan sanksi denda administratif karena 
belum adanya Peraturan Pemerintah tentang besaran dan 
tata cara penjatuhan sanksi denda. Peraturan Pemerintah 
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dibutuhkan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi 
dan melibatkan kewenangan Pemerintah dalam hal 
penetapannya.  
 Peran serta masyarakat dalam penyiaran tidak 
hanya dalam bentuk aduan terhadap pelanggaran dan 
atau kerugian akibat penyiaran. Apresiasi terhadap 
tayangan yang dinilai bermanfaat, mendidik, dan atau 
sesuai kepentingan publik juga perlu dilakukan. 
Penyampaian apresiasi ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan mekanisme yang serupa dengan cara 
menyampaikan pengaduan keberatan atas tayangan 
bermasalah. Apresiasi ini akan sangat bermanfaat bagi 
lembaga penyiaran untuk mengetahui sejauh mana 
dampak dan manfaat dari program siaran yang mereka 
tayangkan, serta sebagai alat ukur untuk meningkatkan 
kualitas program siaran.  
Bagi KPI, apresiasi akan membantu dalam rangka 
KPI menyusun sistem laporan monitoring lembaga 
penyiaran yang dilakukan setiap akhir bulan. Laporan 
monitoring ini akan menunjukkan prestasi dan 
pelanggaran yang telah dilakukan lembaga penyiaran 
untuk kemudian diharapkan menjadi dasar 
pengembangan program lembaga penyiaran yang 
bersangkutan. Baik pengaduan keberatan maupun 
apresiasi masyarakat, juga dapat bermanfaat sebagai 
bentuk rating pembanding dari bentuk penyelenggaraan 
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rating yang selama ini telah digunakan oleh lembaga 
penyiaran. 
Walaupun Komisi Penyiaran Indonesia merupakan 
representasi publik dalam mengatur hal-hal mengenai 
penyiaran, akan tetapi peran serta masyarakat senantiasa 
tetap dibutuhkan. Sinergi KPI dan masyarakat dalam 
mengawal penyiaran akan memberikan efek positif bagi 
lembaga penyiaran untuk menggunakan ranah publik 
spektrum frekuensi dalam koridor sesungguhnya. 
Bilamana terlaksana dengan baik maka harapan untuk 
menjadikan penyiaran sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial 
yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dapat 
terpenuhi. Peran serta masyarakat dengan membentuk 
lembaga pemantau di berbagai sektor kehidupan serta 
peran aktif menyampaikan gagasan, keberatan, kritik serta 
apresiasi terhadap program siaran adalah implementasi 
dari amanat UU Penyiaran. Peran serta itu juga sebagai 
wujud tercapainya filosofi utama pengaturan penyiaran 
Indonesia yang berbasis pada demokratisasi penyiaran.*** 
 
  
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
114 
 
Lampiran 
ETIKA PARIWARA INDONESIA 2005 
 
A. TATA KRAMA 
1. Isi Iklan 
1.1 Hak Cipta 
Penggunaan, penyebaran, penggandaan, penyiaran atau 
pemanfaatan lain materi atau bagian dari materi periklanan 
yang bukan milik sendiri, harus atas ijin tertulis dari pemilik atau 
pemegang merek yang sah. 
1.2 Bahasa 
1.2.1 Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami 
oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian 
(enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang 
dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. 
1.2.2 Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif 
seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan 
“ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas 
menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan 
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber 
yang otentik. 
1.2.3 Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi 
ketentuan berikut: 
a. Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan 
sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan 
sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. 
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b. Penggunaan kata ”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan 
oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi 
dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang. 
c. Pada prinsipnya kata halal tidak untuk diiklankan. 
Penggunaan kata “halal” dalam iklan pangan hanya dapat 
ditampilkan berupa label pangan yang mencantumkan logo 
halal untuk produk–produk yang sudah memperoleh sertifikat 
resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang 
berwenang. 
d. Kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan sejenisnya tidak boleh 
digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif. 
1.3 Tanda Asteris (*) 
1.3.1 Tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh 
digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, mem-
bingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, 
kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, 
ataupun tentang ketidaktersediaan sesuatu produk. 
1.3.2 Tanda asteris pada iklan di media cetak hanya boleh 
digunakan untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber 
dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut. 
1.4 Penggunaan Kata ”Satu-satunya” 
Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satu-satunya” atau 
yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam 
hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal 
tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. 
1.5 Pemakaian Kata “Gratis” 
Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh 
dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus 
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membayar biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada 
konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. 
1.6 Pencantum Harga 
Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia 
harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen 
mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga 
tersebut. 
1.7 Garansi 
Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu 
suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan. 
1.8 Janji Pengembalian Uang (warranty) 
Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi 
ataspembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan 
konsumen, maka: 
1.8.1. Syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus 
dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kerusakan 
atau kekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya 
pengembalian uang. 
1.8.2. Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai 
janji yang telah diiklankannya. 
1.9 Rasa Takut dan Takhayul 
Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa 
takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap 
takhayul, kecuali untuk tujuan positif. 
1.10 Kekerasan 
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Iklan tidak boleh – langsung maupun tidak langsung – 
menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau 
memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan. 
1.11 Keselamatan 
Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan 
segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan 
produk yang diiklankan. 
1.12 Perlindungan Hak-hak Pribadi 
Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang 
tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang 
bersangkutan, kecuali dalam penampilan yang bersifat massal, 
atau sekadar sebagai latar, sepanjang penampilan tersebut 
tidak merugikan yang bersangkutan. 
1.13 Hiperbolisasi 
Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan 
sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas 
berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan 
salah persepsi dari khalayak yang disasarnya.  
1.14 Waktu Tenggang (elapse time) 
Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari 
penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, harus jelas 
mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut. 
1.15 Penampilan Pangan 
Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, 
atau perlakuan yang tidak pantas lain terhadap makanan atau 
minuman. 
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1.16 Penampilan Uang 
1.16.1 Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan 
haruslah sesuai dengan norma-norma kepatutan, dalam 
pengertian tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan 
yang berlebihan. 
1.16.2 Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa 
sehingga merangsang orang untuk memperolehnya dengan 
cara-cara yang tidak sah. 
1.16.3 Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang 
dalam format frontal dan skala 1:1, berwarna ataupun hitam-
putih. 
1.16.4 Penampilan uang pada media visual harus disertai 
dengan tanda “specimen” yang dapat terlihat jelas. 
1.17 Kesaksian Konsumen (testimony). 
1.17.1 Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama 
perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, 
atau masyarakat luas. 
1.17.2 Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang 
benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya. 
1.17.3 Untuk produk-produk yang hanya dapat memberi 
manfaat atau bukti kepada konsumennya dengan penggunaan 
yang teratur dan atau dalam jangka waktu tertentu, maka 
pengalaman sebagaimana dimaksud dalam butir 1.17.2 di atas 
juga harus telah memenuhi syarat-syarat keteraturan dan 
jangka waktu tersebut. 
1.17.4 Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen 
tersebut. 
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1.17.5 Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh 
lembaga penegak etika, harus dapat diberikan secara lengkap. 
Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan 
jam kantor biasa. 
1.18 Anjuran (endorsement) 
1.18.1 Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan harus terkait 
dengan kompetensi yang dimiliki oleh penganjur. 
1.18.2 Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh individu, 
tidak diperbolehkan mewakili lembaga, kelompok, golongan, 
atau masyarakat luas. 
1.19 Perbandingan 
1.19.1 Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya 
terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang 
tepat sama. 
1.19.2 Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, 
maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus 
diungkapkan secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut 
harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari 
organisasi penyelenggara riset tersebut. 
1.19.3 Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada 
kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. 
1.20 Perbandingan Harga 
Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan 
penggunaan produk, dan harus disertai dengan penjelasan atau 
penalaran yang memadai. 
1.21 Merendahkan 
Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung 
maupun tidak langsung. 
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1.22 Peniruan 
1.22.1 Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk 
pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk 
pesaing, ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. 
Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur 
cerita, setting, komposisi musik maupun eksekusi. Dalam 
pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk merek, 
logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, 
komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut 
khas lain, dan properti. 
1.22.2 Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang 
telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing 
dan masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir. 
1.23 Istilah Ilmiah dan Statistik 
Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan 
statistik untuk menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan 
yang berlebihan. 
1.24 Ketiadaan Produk 
Iklan hanya boleh dimediakan jika telah ada kepastian tentang 
tersedianya produk yang diiklankan tersebut. 
1.25 Ketaktersediaan Hadiah 
Iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan masih ada” 
atau kata-kata lain yang bermakna sama. 
1.26 Pornografi dan Pornoaksi 
Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas 
dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun. 
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1.27 Khalayak Anak-anak 
1.27.1 Iklan yang ditujukan kepada khalayak anak-anak tidak 
boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau 
merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan 
kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan 
mereka.  
1.27.2 Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada 
segmen waktu siaran khalayak anak-anak dan menampilkan 
adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, 
dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan kata-kata 
“Bimbingan Orangtua” atau simbol yang bermakna sama. 
 
2. Ragam Iklan 
2.1 Minuman Keras 
Iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di 
media nonmassa dan wajib memenuhi ketentuan berikut: 
2.1.1 Tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk 
mulai meminum minuman keras. 
2.1.2 Tidak menyarankan bahwa tidak meminum minuman 
keras adalah hal yang tidak wajar. 
2.1.3 Tidak menggambarkan penggunaan minuman keras 
dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan 
keselamatan. 
2.1.4 Tidak menampilkan ataupun ditujukan terhadap anak-
anak di bawah usia 17 tahun dan atau wanita hamil. 
2.2 Rokok dan Produk Tembakau 
2.2.1 Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan 
yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun. 
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2.2.2 Penyiaran iklan rokok dan produk tembakau wajib 
memenuhi ketentuan berikut: 
a. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; 
b. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok 
memberikan manfaat bagi kesehatan; 
c. Tidak memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk 
gambar, tulisan, atau gabungan keduanya, bungkus rokok, 
rokok, atau orang sedang merokok, atau mengarah pada orang 
yang sedang merokok; 
d. Tidak ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk 
gambar atau tulisan, atau gabungan keduanya, anak, remaja, 
atau wanita hamil; 
e. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan 
adalah rokok; 
f. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 
2.3 Obat-obatan 
2.3.1 Iklan tidak boleh secara langsung maupun tersamar 
menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan ijin 
indikasinya. 
2.3.2 Iklan tidak boleh menganjurkan pemakaian suatu obat 
secara berlebihan. 
2.3.3 Iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, 
penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan 
penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu 
menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit. 
2.3.4 Iklan tidak boleh menggambarkan atau menimbulkan 
kesan pemberian anjuran, rekomendasi, atau keterangan 
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tentang penggunaan obat tertentu oleh profesi kesehatan 
seperti dokter, perawat, farmasis, laboratoris, dan pihak-pihak 
yang mewakili profesi kesehatan, beserta segala atribut, 
maupun yang berkonotasi profesi kesehatan. 
2.3.5 Iklan tidak boleh menganjurkan bahwa suatu obat 
merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan kesehatan 
tubuh. 
2.3.6 Iklan tidak boleh memanipulasi atau mengekspolitasi rasa 
takut orang terhadap sesuatu penyakit karena tidak 
menggunakan obat yang diiklankan. 
2.3.7 Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan 
seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, 
“bebas risiko” dan ungkapan lain yang bermakna sama, tanpa 
disertai keterangan yang memadai. 
2.3.8 Iklan tidak boleh menawarkan diagnosa pengobatan atau 
perawatan melalui surat-menyurat. 
2.3.9 Iklan tidak boleh menawarkan jaminan pengembalian 
uang (warranty). 
2.3.10 Iklan tidak boleh menyebutkan adanya kemampuan 
untuk menyembuhkan penyakit dalam kapasitas yang 
melampaui batas atau tidak terbatas. 
2.4 Produk Pangan 
2.4.1 Iklan tidak boleh menampilkan pemeran balita untuk 
produk yang bukan diperuntukkan bagi balita. 
2.4.2 Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan 
yang berkadar tinggi sehingga dapat membahayakan dan 
ataumengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak–
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anak, dilarang dimuat dalam media yang secara khusus 
ditujukan kepada anak–anak. 
2.4.3 Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi, 
dilarang dimuat dalam media massa. Pemuatan pada media 
nonmassa, harus sudah mendapat persetujuan Menteri 
Kesehatan, atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan 
serta mencantumkan keterangan bahwa ia bukan pengganti 
ASI. 
2.5 Vitamin, Mineral, dan Suplemen 
2.5.1 Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang 
disetujui oleh Departemen Kesehatan RI atau badan yang 
berwenang untuk itu. 
2.5.2 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa 
vitamin, mineral atau suplemen selalu dibutuhkan untuk 
melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya. 
2.5.3 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa 
penggunaan vitamin, mineral dan suplemen adalah syarat 
mutlak bagi semua orang, dan memberi kesan sebagai obat. 
2.5.4 Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, 
kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari 
penggunaan vitamin, mineral atau suplemen. 
2.5.5 Iklan tidak boleh mengandung pernyataan tentang 
peningkatan kemampuan secara langsung atau tidak langsung. 
2.6 Produk Peningkat Kemampuan Seks 
2.6.1 Iklan produk peningkat kemampuan seks hanya boleh 
disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus untuk 
orang dewasa. 
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2.6.2 Produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa 
manipulasi, mantra dan sebagainya, tidak boleh secara 
langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas, menjanjikan 
peningkatan kemampuan seks. 
2.7 Kosmetika 
2.7.1 Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang 
disetujui oleh Departemen Kesehatan RI, atau badan yang 
berwenang untuk itu. 
2.7.2 Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, jika 
ternyata penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan 
terus menerus. 
2.7.3 Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya 
berada di luar kemampuan produk kosmetika. 
2.8 Alat Kesehatan 
2.8.1 Iklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui 
Departemen Kesehatan RI, atau badan yang berwenang untuk 
itu. 
2.8.2 Iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran 
khusus dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus 
ditampilkan dengan selera yang pantas, dan pada waktu 
penyiaran yang khusus untuk orang dewasa. 
2.9 Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan 
Iklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran atau 
perampingan, tidak boleh memberikan janji yang tidak dapat 
dibuktikan ataupun mengabaikan efek samping yang mungkin 
timbul akibat penggunaan alat atau fasilitas tersebut. 
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2.10 Klinik, Poliklinik, dan Rumah Sakit 
2.10.1 Iklan Klinik, poliklinik, atau rumah sakit diperbolehkan 
hanya jika ia ditampilkan sebagai entitas bisnis yang 
menawarkan jenis jasa dan atau fasilitas yang tersedia.  
2.10.2 Iklan klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh 
menampilkan tenaga profesional medis apa pun, ataupun 
segala atributnya, secara jelas ataupun tersamar. 
2.10.3 Klinik, poliklinik, atau rumah sakit tidak boleh 
mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun. 
2.11 Jasa Penyembuhan Alternatif 
2.11.1 Iklan penyembuhan alternatif hanya diperbolehkan 
beriklan bila telah memiliki ijin yang diperlukan. 
2.11.2 Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh 
menyalahgunakan simbol, ayat atau ritual keagamaan sebagai 
prasyarat penyembuhannya. 
2.12 Organ Tubuh Transplantasi dan Darah 
Organ tubuh transplantasi seperti: ginjal, jantung, kornea dan 
lain-lain, maupun darah manusia tidak boleh diiklankan, baik 
untuk tujuan mencari pembeli maupun penjual. 
2.13 Produk Terbatas 
2.13.1 Iklan produk terbatas tidak boleh menyamarkan atau 
mengimplikasikan produk dan atau pesan iklannya sedemikian 
rupa, sehingga menihilkan maksud atau tujuan dari peraturan 
tersebut. 
2.13.2 Iklan produk terbatas tidak boleh dipublikasikan melalui 
media dan atau waktu penyiaran yang bukan untuk khalayak 
dewasa. 
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2.14 Jasa Profesi 
Jasa-jasa profesi seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, dll 
hanya dapat mengiklankan tentang jam praktik atau jam kerja, 
dan pindah alamat, sesuai dengan kode etik profesi masing-
masing. 
2.15 Properti 
2.15.1 Iklan properti hanya dapat dimediakan jika pihak 
pengiklan telah memperoleh hak yang sah atas kepemilikan, 
maupun seluruh izin yang diperlukan dari yang berwenang, 
serta bebas dari tuntutan oleh pihak lain manapun. 
2.15.2 Jika iklan, atau katalog yang dirujuknya, mencantumkan 
ketentuan tentang jual-beli, maka syarat-syaratnya harus jelas 
dan lengkap. 
2.16 Peluang Usaha dan Investasi 
Iklan produk investasi yang menawarkan kesempatan berusaha, 
janji pengembalian modal, pinjam-meminjam atau pembagian 
keuntungan, wajib secara jelas dan lengkap menyebutkan sifat 
dan bentuk penawaran serta secara seimbang menyebutkan 
resiko yang mungkin dihadapi khalayak jika menjadi investor. 
2.17 Penghimpunan Modal 
Iklan yang menawarkan penghimpunan modal harus secara 
jelas mencantumkan bahwa penghimpunan modal dimaksud 
hanya dilakukan melalui pasar modal. 
2.18 Dana Sosial dan Dana Amal 
2.18.1 Iklan yang menyatakan sebagai sumbangan untuk dana 
amal harus mencantumkan tujuan untuk menyerahkan 
sekurangkurangnya 2/3 bagian dari hasil bersih yang 
Regulasi Siaran Iklan Televisi  
128 
 
dihimpunnya kepada badan sosial atau pihak yang akan 
menerima sumbangan. 
2.18.2 Iklan dana sosial atau dana amal harus mencantumkan 
badan sosial/amal, atau pihak yang akan menerima dana 
tersebut.  
2.18.3 Setelah penyelenggaraan iklan dana sosial atau dana 
amal, harus diikuti dengan iklan laporan kepada publik yang 
merinci perolehan dan peruntukan dari dana sosial atau dana 
amal tersebut, serta tempat dan waktu dilakukannya 
penyerahan. 
2.19 Kursus dan Lowongan Kerja 
2.19.1 Iklan kursus tidak boleh mengandung janji untuk 
memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu. 
2.19.2 Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan 
menjanjikan gaji dan atau tunjangan yang akan diperoleh. 
2.19.3 Iklan lowongan kerja tidak boleh memberi indikasi 
adanya diskriminasi atas suku, agama atau ras tertentu. 
2.20 Gelar Akademis 
Iklan tidak boleh menawarkan perolehan gelar akademis 
dengan cara membeli atau dengan imbalan materi apa pun, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
2.21 Berita Keluarga 
2.21.1 Iklan tidak boleh memberi pernyataan pemutusan 
hubungan keluarga dari ataupun terhadap orang yang berusia 
kurang dari 17 tahun. 
2.21.2 Iklan tentang perceraian wajib mencantumkan rujukan 
dari keputusan lembaga pemerintah terkait. Iklan perceraian 
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secara Islam wajib mencantumkan tingkat talak atau rujukan 
dari keputusan pengadilan agama terkait. 
2.22 Gerai Pabrik (factory outlet) 
Iklan gerai pabrik hanya boleh disiarkan untuk dan atas nama 
pabrik yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk secara 
resmi oleh pabrik tersebut. 
2.23 Penjualan Darurat dan Lelang Likuidasi 
Iklan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan sesuatu 
produk karena alasan kebangkrutan dengan tujuan untuk 
menyesatkan atau mengelabui konsumen. 
2.24 Kebijakan Publik 
Iklan kebijakan publik (iklan pamong, iklan politik, dan iklan 
Pemilu/Pilkada), harus memenuhi ketentuan berikut: 
2.24.1 Tampil jelas sebagai suatu iklan. 
2.24.2 Tidak menimbulkan keraguan atau ketidaktahuan atas 
identitas pengiklannya. Identitas pengiklan yang belum dikenal 
secara umum, wajib mencantumkan nama dan alamat 
lengkapnya.  
2.24.3 Tidak bernada mengganti atau berbeda dari suatu 
tatanan atau perlakuan yang sudah diyakini masyarakat umum 
sebagai kebenaran atau keniscayaan. 
2.24.4 Tidak mendorong atau memicu timbulnya rasa cemas 
atau takut yang berlebihan terhadap masyarakat. 
2.24.5 Setiap pesan iklan yang mengandung hanya pendapat 
sepihak, wajib menyantumkan kata-kata “menurut kami”, “kami 
berpendapat” atau sejenisnya. 
2.24.6 Jika menyajikan atau mengajukan suatu permasalahan 
atau pendapat yang bersifat kontroversi atau menimbulkan 
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perdebatan publik, maka harus dapat – jika diminta – 
memberikan bukti pendukung dan atau penalaran yang dapat 
diterima oleh lembaga penegak etika, atas kebenaran 
permasalahan atau pendapat tersebut. 
2.24.7 Terkait dengan butir 2.24.6 di atas, iklan kebijakan publik 
dinyatakan melanggar etika periklanan, jika pengiklannya tidak 
dapat atau tidak bersedia memberikan bukti pendukung yang 
diminta lembaga penegak etika periklanan. 
2.24.8 Jika suatu pernyataan memberi rujukan faktual atas 
temuan sesuatu riset, maka pencantuman data-data dari 
temuan tersebut harus telah dibenarkan dan disetujui oleh 
pihak penanggungjawab riset dimaksud. 
2.24.9 Tidak boleh merupakan, atau dikaitkan dengan promosi 
penjualan dalam bentuk apa pun. 
2.25 Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 
2.25.1 Penyelenggaraan ILM yang sepenuhnya oleh pamong 
atau lembaga nirlaba dapat memuat identitas penyelenggara 
dan atau logo maupun slogan. 
2.25.2 Kesertaan lembaga komersial dalam penyelenggaraan 
ILM hanya dapat memuat nama korporatnya. 
2.26 Judi dan Taruhan 
Segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan 
baik secara jelas maupun tersamar. 
2.27 Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak 
Senjata api dan segala alat yang dibuat untuk mencelakakan 
atau menganiaya orang, maupun amunisi dan bahan peledak 
tidak boleh diiklankan. 
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2.28 Agama 
Agama dan kepercayaan tidak boleh diiklankan dalam bentuk 
apapun. 
2.29 Iklan Multiproduk 
Jika sesuatu iklan tampil secara multiproduk atau multimerek, 
maka setiap ketentuan etika periklanan yang berlaku bagi 
masing-masing produk atau merek tersebut berlaku pula bagi 
keseluruhan gabungan produk atau merek tersebut. 
 
3. Pemeran Iklan 
3.1 Anak-anak 
3.1.1 Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan 
produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa 
didampingi orang dewasa. 
3.1.2 Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam 
adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak 
pantas dilakukan oleh anak-anak. 
3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai 
penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk 
anak-anak. 
3.1.4 Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang 
mengeksploitasi daya rengek (pester power) anak-anak dengan 
maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan 
permintaan anak-anak mereka akan produk terkait. 
3.2 Perempuan 
Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobyekkan, 
atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan 
yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka. 
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3.3 Jender 
Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan 
kesetaraan hak jender dalam segala aspek kehidupan sehari-
hari. Hal ini mencakup: 
3.3.1 Kewenangan; bahwa pria dan wanita memiliki 
kewenangan yang setara. 
3.3.2 Pengambilan keputusan; bahwa pria dan wanita memiliki 
kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan. 
3.3.3 Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh 
dieksploitasi secara seksual. 
3.3.4 Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak boleh terdapat 
penggambaran kekerasan dan atau pengendalian oleh pria 
terhadap wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita terhadap pria. 
3.3.5 Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia 
memiliki kesempatan yang sama dalam berperan atau 
berprestasi. 
3.3.6 Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh terdapat kesan 
penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan 
atau yang dapat menyinggung perasaan sesuatu jender, 
maupun yang mengecualikan pria atau wanita. 
3.4 Penyandang Cacat 
Iklan tidak boleh memberi kesan yang merendahkan atau 
mengejek penyandang cacat. 
3.5 Tenaga Profesional 
3.5.1 Iklan produk obat-obatan (baik obat-obatan bebas 
maupun tradisional), alat-alat kesehatan, kosmetika, perbekalan 
kesehatan rumah-tangga serta makanan dan minuman tidak 
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boleh menggunakan tenaga profesional, identitas, atau segala 
atribut profesi, baik secara jelas maupun tersamar. 
3.5.2 Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi 
tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut. 
3.6 Hewan 
Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas 
terhadap hewan, utamanya dari spesies yang dilindungi dan 
hewan peliharaan. 
3.7 Tokoh Animasi 
3.7.1 Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan seorang 
tokoh atau sesuatu karakter yang populer, harus atas ijin dari 
yang bersangkutan atau pemilik hak atas karakter tersebut. 
3.7.2 Suatu tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara 
menakutkan atau menjijikkan secara berlebihan. 
3.7.3 Penokohan sosok animasi harus tetap sesuai dengan nilai-
nilai sosial dan budaya bangsa. 
 
4. Wahana Iklan 
4.1 Media Cetak. 
4.1.1 Ukuran huruf pada iklan mini, baris, kecik dan sejenisnya, 
tidak boleh kurang dari 5,5 point. 
4.1.2 Iklan dengan tampilan menyerupai redaksional wajib 
mencantumkan kata-kata “Iklan No. ….” dengan ukuran 
sekurang-kurangnya 10 point di tempat yang jelas terbaca, dan 
tanpa bermaksud menyembunyikannya. 
4.1.3 Iklan informatif, termasuk sisipan dan suplemen, harus 
ditandai sesuai dengan jenis iklan informatif tersebut, di tempat 
yang jelas terbaca, dan tanpa bermaksud menyembunyikannya. 
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4.2 Media Televisi 
4.2.1 Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa (intimate 
nature) hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 
05.00 waktu setempat. 
4.2.2 Materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan 
secara sambung-ulang (back to back) lebih dari dua kali. 
4.2.3 Dramatisasi, adegan berbahaya, dan bimbingan orangtua: 
a. Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib mencantumkan 
kata-kata “Adegan Ini Didramatisasi”. 
b. Iklan yang menampilkan adegan berbahaya wajib 
mencantumkan peringatan ”Adegan Berbahaya. Jangan 
Ditiru”. 
c. Adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi oleh balita 
dan anak-anak, harus mencantumkan kata-kata “Bimbingan 
Orangtua” atau lambang yang bermakna sama. 
4.2.4 Visualisasi tulisan harus memenuhi syarat-syarat kontras 
dan kejelasan. 
4.3 Media Radio 
4.3.1 Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa (intimate 
nature) hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 
05.00 waktu setempat. 
4.3.2 Materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan 
secara sambung-ulang (back to back) lebih dari dua kali. 
4.3.3 Iklan radio yang menggunakan suara atau efek bunyi yang 
menimbulkan imajinasi amat mengerikan atau amat 
menjijikkan, hanya boleh disiarkan kepada khalayak dan pada 
waktu yang sesuai. 
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4.4 Media Luar-Griya (out-of-home media) 
4.4.1 Hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang telah 
memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. 
4.4.2 Wajib menghormati dan menjaga bangunan atau 
lingkungan yang dipelihara, dilindungi atau dilestarikan oleh 
pamong atau masyarakat, seperti bangunan atau monumen 
bersejarah, taman nasional, atau panorama alam, termasuk 
segala fasilitas dan akses langsungnya. 
4.4.3 Iklan luar griya tidak boleh ditempatkan sedemikian rupa 
sehingga menutupi sebagian atau seluruh iklan luar griya lain 
yang sudah lebih dulu ada di tempat itu. 
4.4.4 Tidak boleh ditempatkan bersebelahan atau amat 
berdekatan dengan iklan produk pesaing. 
4.4.5 Fondasi, konstruksi dan panel pada iklan luar griya yang 
berbentuk papan iklan harus didirikan sesuai dengan standar 
perhitungan sipil, dan mekanika yang menjamin keselamatan 
dan ketenteraman masyarakat di sekitarnya. 
4.4.6 Konstruksi maupun bidang iklan harus tampil harmonis 
secara fisik maupun estetika, terhadap bangunan, lingkungan, 
atau kota, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 
4.4.7 Iklan luar griya yang berbentuk papan iklan tidak boleh 
didirikan di median, separator atau pulau jalan. 
4.4.8 Iklan luar griya tidak boleh menutupi pandangan 
pelalulintas, baik terhadap rambu dan marka lalulintas, maupun 
terhadap persimpangan jalan, lampu lalulintas, pelintasan 
kereta api, maupun segala jenis perangkat pengatur lalulintas 
lainnya. 
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4.4.9 Penataan pencahayaan media luar griya tidak boleh 
menyilaukan mata pelalulintas. 
4.4.10 Iklan media luar griya tentang minuman keras hanya 
boleh dipasang pada lokasi atau tempat dengan khalayak 
khusus dewasa. 
4.5 Media Baru (new media) 
Pesan periklanan pada media baru harus dapat dibedakan 
antara inti pesan, dengan unsur satir atau parodi, maupun 
dengan berita, karikatur atau fiksi. 
4.5.1 Iklan pada media internet: 
a. Tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa sehingga 
mengganggu kebisaan atau keleluasaan khalayak untuk 
merambah (to browse) dan berinteraksi dengan situs terkait, 
kecuali telah diberi peringatan sebelumnya. 
b. Wajib mencantumkan secara jelas hal-hal berikut; 
- alasan mengapa penerima pesan dikirimi iklan tersebut; 
- petunjuk yang jelas dan mudah tentang cara untuk tidak lagi 
menerima kiriman iklan dari alamat dan atau pihak yang sama; 
- alamat lengkap dari pengirim iklan; 
- jaminan atas hak-hak dan kerahasiaan pribadi penerima pesan 
iklan tersebut. 
c. Iklan daring (on-line) atau interaktif. 
Iklan yang menawarkan sesuatu produk melalui sesuatu media 
secara daring atau interaktif, wajib mematuhi hal-hal sebagai 
berikut: 
- tidak mensyaratkan perlunya menyampaikan informasi 
tentang khalayak tersebut yang lebih dari kebutuhan 
bertransaksi atas produk terkait; 
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- tidak menggunakan informasi tentang khalayak tersebut 
untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan suatu 
transaksi normal; 
- menjamin, bahwa metode pembayaran yangdiberlakukan 
kepada pihak pembeli adalah aman dari penyadapan atau 
penyalahgunaan oleh pihak manapun. 
4.5.2 Layanan Pesan Ringkas (SMS - short message service) 
a. Iklan atau promosi melalui layanan pesan ringkas tidak boleh 
menggunakan data atau nomor ponsel ilegal, atau yang tidak 
dapat dihubungi kembali.  
b. Iklan atau promosi melalui layanan pesan ringkas hanya 
boleh dilakukan kepada mereka yang sudah menyetujui untuk 
menerimanya. Kecuali jika penerimaan pesan-pesan tersebut 
semata-mata merupakan bagian atau konsekuensi dari 
keterikatan mereka kepada atau atas sesuatu, seperti keagenan, 
komunitas, keanggotaan, dsb. 
c. Iklan untuk berlangganan apa pun melalui SMS harus juga 
mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, 
mudah dan cepat. 
4.6 Promosi Penjualan 
4.6.1 Semua produk yang tidak boleh diiklankan, juga tidak 
boleh dipromosikan dengan metode ini. 
4.6.2 Iklan mengenai undian, sayembara, maupun hadiah 
langsung yang mengundang kesertaan konsumen, harus secara 
jelas dan lengkap menyebut syarat-syarat kesertaan, masa 
berlaku, dan tanggal penarikan undian, serta jenis dan jumlah 
hadiah yang ditawarkan, maupun cara-cara penyerahannya. 
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4.6.3 Iklan undian dan sayembara pada media cetak, wajib 
mencantumkan izin yang berlaku. 
4.6.4 Jika iklan promosi penjualan mencantumkan penawaran 
rabat, potongan, atau diskon harga, maka ia harus benar-benar 
lebih rendah dari harga sebelumnya, bukan karena telah 
didahului dengan menaikkan harga. 
4.6.5 Iklan hadiah langsung tidak boleh mensyaratkan “selama 
persediaan masih ada” atau ungkapan lain yang bermakna 
sama. 
4.6.6 Iklan tentang hadiah/bonus tidak boleh menyatakan 
"...dan masih banyak lagi " atau ungkapan yang bermakna 
sama, kecuali secara jelas menyebutkan jumlah yang dimaksud. 
4.6.7 Nilai Rupiah atas sesuatu hadiah barang jika dicantumkan, 
haruslah benar-benar sesuai dengan harga pasar yang berlaku. 
4.6.8 Uang, produk, ataupun fasilitas yang dijadikan sebagai 
hadiah haruslah yang sudah dimiliki secara sah oleh pengiklan 
yang berpromosi. 
4.6.9 Rentang waktu antara pemuatan iklan pertama promosi 
dengan pengumuman pemenangnya, paling lama adalah enam 
bulan almanak. 
4.6.10 Iklan pengumuman pemenang harus dimuat di media-
media yang tepat sama dengan iklan ajakan mengikuti promosi 
penjualan tersebut. Kecuali jika pada iklan ajakan sudah 
dicantumkan juga nama media dan jadwal siar iklan 
pengumuman tersebut. 
4.7 Pemasaran/Penjualan Langsung (direct 
marketing/selling) 
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4.7.1 Produk-produk tertentu, karena alasan keselamatan atau 
yang memang sudah terkena pembatasan oleh pamong, tidak 
boleh menggunakan periklankan pemasaran. Produk-produk ini 
antara lain, zat kimia berbahaya, senjata atau amunisi, obat 
resep, minuman keras maupun bir, dan rokok. 
4.7.2 Pengiklan wajib mencantumkan secara lengkap dan jelas; 
nama, alamat, dan masa berlaku penawaran. 
4.7.3 Pelayanan kepada konsumen harus tersedia pada setiap 
hari dan jam kerja normal. 
4.7.4 Jika kondisi fisik produk yang diiklankan dapat amat 
mempengaruhi keputusan konsumen, maka kondisi tersebut 
harus dinyatakan secara benar, jelas, dan lengkap. Termasuk 
rincian tentang dimensi, volume, berat, atau durasinya, sesuai 
jenis produk yang diiklankan. 
4.7.5 Produk yang harus digunakan atau lebih berfungsi efektif 
dengan perlengkapan tambahan atau periferal, harus 
dinyatakan bersamaan dengan penyebutan harga dan atau 
kondisi produk. 
4.7.6 Jika memberi rujukan kepada sesuatu katalog, maka 
katalog tersebut harus mencantumkan syarat-syarat 
pembayaran, penukaran, atau pengembalian barang secara 
lengkap dan jelas. 
4.7.7 Apabila penawaran memberikan janji pemberian produk 
contoh, maka ia harus sudah dapat diserahkan dalam waktu 
paling lambat 28 hari almanak. 
4.7.8 Jika menyantumkan jaminan pengembalian produk atau 
penggantian uang, maka harus jelas besarnya penggantian atau 
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pengembalian tersebut, beserta cara dan jangka waktu 
pelaksanaannya. 
4.7.9 Pengiklan wajib melayani setiap komunikasi dari 
konsumen melalui telepon, faksimili, SMS, internet, dsb., sesuai 
dengan yang dinyatakan pada iklan pemasaran/penjualan 
langsung ini.  
4.8 Perusahaan Basis Data (data base)  
4.8.1 Pencarian dan penghimpunan basis data wajib dilakukan 
secara jujur, serta menghormati privasi dan hak-hak pribadi 
orang.  
4.8.2 Basis data yang sudah dimiliki agar disimpan secara aman, 
dan terjaga dari kemungkinan penggunaan, pengungkapan, 
perubahan, atau pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. 
4.8.3 Basis data yang ditawarkan kepada, atau untuk digunakan 
bagi keperluan pemesan, wajib dijaga tetap akurat dan aktual. 
4.8.4 Perusahaan basis data harus dapat mengidentifikasi 
orang-orang yang menolak informasi mereka digunakan untuk 
pihak ketiga, maupun orang-orang yang belum dimintakan 
persetujuannya. 
4.8.5 Perusahaan basis data harus bersedia untuk segera 
menghentikan pemanfaatan informasi dari orang-orang 
yangmenolak penggunaan informasi mereka untuk pihak 
ketiga. 
4.8.6 Perusahaan basis data harus menghormati permintaan 
seseorang untuk tidak lagi memperoleh kiriman dari sesuatu 
produk, perusahaan, atau pihak tertentu. 
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4.9 Penajaan (sponsorship) 
4.9.1 Iklan yang tampil pada ruang atau waktu penajaan tidak 
boleh dirancang sedemikian rupa, sehingga sama atau amat 
menyerupai isi atau program yang ditajanya. 
4.9.2 Identitas dari penaja sesuatu ruang atau waktu media 
harus ditampilkan secara jelas. 
4.9.3 Tajuk (editorial) sesuatu media tidak boleh ditaja. 
4.10 Gelar Wicara (talk show) 
4.10.1 Pemandu gelar wicara harus mampu memisahkan 
dengan jelas antara materi pokok bahasan, dengan materi 
promosi sesuatu produk. 
4.10.2 Jika gelar wicara menampilkan tenaga profesional, maka 
dia tidak boleh mengesankan memberi kesaksian (testimony) 
atau anjuran (endorsement), baik secara langsung maupun tak 
langsung. 
4.11 Periklanan Informatif (informative advertising) 
4.11.1 Iklan advertorial, infotorial/infomersial, edutorial/ 
edumersial, inspitorial/inspimersial, dan sebagainya di media 
harus secara jelas memuat jenis iklan informatif tersebut, tanpa 
bermaksud menyembunyikannya. 
4.11.2 Iklan informatif wajib mencantumkan secara jelas nama 
produk atau produsennya. 
4.11.3 Iklan informatif tidak boleh mempromosikan secara 
sepihak sesuatu kasus persengketaan yang belum memiliki 
kekuatan hukum tetap. 
4.12 Pemaduan Produk (product placement/integration) 
Segala ketentuan pada bagian-bagian isi, ragam, pemeran, dan 
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wahana iklan, juga berlaku bagi periklanan penempatan 
Produk.  
4.13 Penggunaan Data Riset 
4.13.1 Data riset tidak boleh diolah atau dimanipulasi 
sedemikian rupa sehingga tampilannya dalam iklan dapat 
menyesatkan khalayak. 
4.13.2 Data riset yang ditampilkan dalam sesuatu iklan harus 
sudah disetujui oleh penyelenggara riset terkait. 
4.13.3 Iklan yang mencantumkan sesuatu hasil riset harus 
menyebutkan sumber datanya. 
4.14 Subliminal 
Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subliminal.  
4.15 Subvertensi (subvertising) 
Iklan tidak boleh ditampilkan sebagai subvertensi.  
 
B. TATA CARA 
1. Penerapan Umum. 
1.1 Individu atau organisasi usaha periklanan harus merupakan 
entitas yang didirikan secara sah, dan beridentitas jelas. 
1.2 Semua pelaku dan usaha periklanan wajib mengindahkan 
hak cipta. 
1.3 Penawaran harga produksi atau penyiaran materi 
periklanan, harus diajukan berdasarkan permintaan dan 
taklimat (brief) resmi dari pemesan yang dilampiri naskah, serta 
segala hal yang terkait dengan kebutuhan pesanannya. 
1.4 Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses 
produksi atau penyiaran materi periklanan, menjadi 
tanggungjawab pelaksana pesanan dan menjadi bagian yang 
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tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran harga yang 
diajukan kepada pemesan. 
1.5 Ikatan kerja antara pemesan dan pelaksana pesanan harus 
dikukuhkan dengan suatu perjanjian, yang sekurang-kurangnya 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1.5.1 Kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan dan 
menyelesaikan pesanan tersebut. 
1.5.2 Spesifikasi, kualitas dan atau jumlah pesanan. 
1.5.3 Syarat-syarat pemesanan dan jangka waktu 
penyelesaiannya. 
1.5.4 Harga, cara, dan waktu pelunasan yang disepakati. 
1.6 Pemesan wajib membayar pesanannya kepada pelaksana 
pesanan sesuai jumlah, cara, dan batas waktu yang sudah 
disepakati. 
1.7 Komisi dan rabat harus diterimakan hanya kepada pemesan 
sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi. 
1.8 Setiap usaha periklanan wajib melindungi dan hanya 
menggunakannya untuk keperluan, atau atas seijin pemilik 
yang sah, barang-barang hak milik pihak lain yang diproduksi, 
diserahkan atau dipinjamkan untuk keperluan sesuatu pesanan. 
1.9 Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh dan 
bertanggungjawab atas kerahasiaan segala informasi dan 
kegiatan periklanan dari klien, produk, atau materi iklan yang 
ditanganinya. 
1.10 Ketidaksempurnaan hasil pesanan, tampilan iklan, atau 
pelaksanaan kesepakatan akibat kelalaian pelaksana pesanan, 
wajib diganti tanpa dipungut pembayaran, atau sesuai 
perjanjian antara para pihak. 
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2. Produksi Periklanan 
2.1 Pengiklan 
2.1.1 Pengiklan wajib memberi taklimat periklanan (advertising 
brief) atau keterangan yang benar dan memadai mengenai 
produk yang akan diiklankan.  
2.1.2 Pengiklan wajib menghormati standar usaha yang berlaku 
pada pelaku usaha periklanan.  
2.2 Perusahaan Periklanan 
2.2.1 Perusahaan periklanan wajib memiliki akses terhadap 
informasi, prasarana, dan sarana yang sesuai dengan bidang 
usahanya. 
2.2.2 Perusahaan periklanan wajib menghormati dan mematuhi 
Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI). 
2.2.3 Perusahaan periklanan tidak boleh menangani produk 
sejenis, kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pengiklan 
terkait. 
2.2.4 Pencantuman nomor kunci (key number) yang 
mengandung identitas perusahaan periklanan pada materi 
periklanan, harus atas seijin pihak pengiklan. 
2.3 Mitra Usaha 
2.3.1 Percetakan 
Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses 
produksi barang cetakan menjadi tanggungjawab perusahaan 
percetakan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari 
keseluruhan penawaran harga yang diajukan. 
2.3.2 Griya Produksi Film 
Ikatan kerja antara griya produksi film dengan pemesan harus 
mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas 
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penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan 
bulk copies. 
2.3.3 Griya Swara 
Ikatan kerja antara griya rekaman suara dengan pemesan harus 
mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas  
penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan 
bulk copies. 
2.3.4 Pelaksana Ajang (event organizer) 
Pelaksana ajang wajib mempunyai organisasi, kompetensi dan 
sarana yang memadai untuk menyelenggarakan ajang, sesuai 
dengan profil dan jumlah khalayaknya. Kompetensi dimaksud 
termasuk: 
a. Memiliki sendiri, atau akses pada pengarah lantai (floor 
director) dan pengarah panggung (stage director). 
b. Kemampuan merancang run down acara. 
 
3. Media Periklanan. 
3.1 Data Perusahaan 
Profil dan jumlah khalayak media wajib dinyatakan secara 
benar, lengkap, dan jelas, berdasarkan sumber data terbaik 
yang dimiliki media yang bersangkutan. 
3.2 Cakupan Khalayak 
Pernyataan tentang cakupan distribusi atau siaran media 
haruslah yang sesuai dengan data pada jangkauan efektif dan 
stabil. 
3.3 Pemesan 
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Pembelian ruang dan waktu iklan di media hanya dapat 
dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara sah di 
Indonesia. 
3.4 Pesanan 
Program, jadwal atau frekuensi penempatan iklan harus 
dipegang teguh. Dalam hal terjadi force mayeur, media yang 
bersangkutan harus memberitahukan kepada pemesan pada 
kesempatan pertama. 
3.5 Iklan Nirpesanan 
Penyiaran iklan di luar pesanan resmi, harus mendapat 
persetujuan dari pengiklan atau perusahaan periklanan yang 
terkait. 
3.6 Penempatan Iklan 
Media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan iklan-
iklan dari produk yang sejenis atau bersaing. Kecuali pada 
program, ruang, atau rubrik khusus yang memang dibuat untuk 
itu. 
3.7 Monopoli 
Monopoli waktu/ruang/lokasi iklan untuk tujuan apa pun yang 
merugikan pihak lain tidak dibenarkan. 
3.8 Tarif 
Tarif iklan yang berlaku harus ditaati oleh pemesan. 
3.9 Informasi Dasar 
Segala informasi dasar yang menyangkut tarif iklan, program, 
ruang, waktu atau lokasi iklan, dan segala bentuk rabat harus 
diumumkan secara terbuka, jujur dan benar, dan diberlakukan 
seragam kepada semua pemesan. 
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3.10 Perubahan Tarif Iklan 
Perubahan tarif iklan dan segala ketentuan penyiaran wajib 
diberitahukan secara tertulis dan dalam tenggang waktu yang 
layak. 
3.11 Komisi dan Rabat 
Komisi dan rabat optimal hanya diberikan kepada perusahaan 
periklanan yang menjadi anggota asosiasi penandatangan EPI. 
Komisi dan rabat harus diperuntukkan hanya kepada pemesan 
sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi. 
3.12 Bukti Siar 
Dokumen bukti penyiaran iklan wajib diserahkan media kepada 
pemesan sesuai jadwal yang telah disepakati. 
3.13 Pemantauan 
Pemantauan atas penyiaran iklan wajib dilakukan perusahaan 
periklanan sebagai bagian dari layanan usahanya. 
3.14 Penggantian 
Penggantian iklan yang tidak memenuhi mutu reproduksi atau 
siaran, ataupun tidak sesuai dengan jadwal akibat kelalaian 
media, wajib diulang siar tanpa biaya, atau diselesaikan 
menurut kesepakatan sebelumnya antara para pihak. 
3.15 Pembayaran 
Pembayaran iklan wajib dilakukan pemesan sesuai dengan 
jumlah, syarat-syarat, dan jadwal yang sudah disepakati. 
3.16 Ancaman 
Media tidak boleh memaksakan sesuatu pemesanan iklan dari 
pengiklan atau perusahaan periklanan dengan ancaman apa 
pun. 
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3.17 Ketentuan Lain 
Pelaku periklanan wajib menghormati dan mematuhi segala 
ketentuan lain yang berlaku bagi media periklanan yang 
tercantum sebagai kode etik profesi atau usaha media, dari 
asosiasi pengemban EPI.***  
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dan Transaksi Elektronik. 
Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 
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Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 
Kebangsaan. 
Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan. 
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman 
Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, 
Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-
Minuman. 
Anggaran Dasar Dewan Periklanan Indonesia. 
Sumber Internet: 
Erminati Pancaningrum dan Nurul Hidayati. Efektivitas 
Iklan Layanan Masyarakat Gerakan Nasional 
Wirausaha Pada Mahasiswa Di Kota Jombang. 
Sumber internet: http://www.scribd.com/doc/ 
255520392/Efektivitas-Iklan-Layanan-
Masyarakat-Gerakan-Nasional-Wira-usaha-Pada-
Mahasiswa-Di-Kota-Jombang#scribd. Akses: 12 
Januari 2016. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Iklan 
http://slamatintmark.blogspot.com/2011/01/fungsi-
iklan.html 
http://iwanrosadi.blogspot.co.id/ diakses 6 Januari 2016. 
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